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MOTTO 

ََنػٍفيسًكيمٍَاىزٍكىاجناَلتًٌىسٍكينػيوٍ اأىَمًٌنٍََلىكيمٍََخىلىقىََأىفٍََوًَ مًنٍَاٰيٰتًَكىَ
ًۗ
نىكيمٍَمَّوىدَّةنَكَّرىحٍْىةن فََّاًَالًىيػٍهىاَكىجىعىلىَبػىيػٍ

َ َلقًٌىوٍوـ ٰيٰتو َلَى َيػَّتػىفىكَّريكٍفىَفٍَِذٰلًكى  
"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S 30 [Ar-

Rum]: 21) 

 

َفىإًف كىاٰتيواالنًٌسىا ءىَ
ًۗ
قٰتًهًنََّنًٍِلىةن نًي ػٍَ صىدي نٍويَنػىفٍسناَفىكيليوهيَىى َمًٌ

 مَّريً ػ ناَأنَطًبٍْىَلىكيمٍَعىنَشىيءو
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, namun jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.” (Q.S. 4 [An- Nisa‟]: 4) 
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mengalir untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Semua yang telah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi mengacu pada proses pengalihan tulisan dari abjad Arab 
ke abjad Latin. Standar transliterasi Arab-Latin yang diterapkan berdasarkan 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 
0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh berbagai 
huruf dalam sistem tulisannya. Dalam transliterasi Arab-Latin, beberapa 
konsonan dilambangkan langsung dengan huruf Latin, beberapa 
menggunakan tanda di atas huruf Latin, dan ada pula yang 
menggunakan kombinasi huruf dan tanda untuk mencerminkan fonem 
Arab yang sesuai. Berikut adalah daftar huruf Arab beserta transliterasi 
mereka ke dalam huruf Latin sesuai dengan standar yang ditetapkan.: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak 
dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Ta (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع
Koma terbalik (di 

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ‟ Apostrof ء
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 Ya Y Ye م

 
2. Vokal 

Tanda atau harakat pada vokal tunggal dalam bahasa Arab 
ditransliterasikan seperti ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Ḍammah U u ـُ

Vokal rangkap dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan 
menggunakan kombinasi huruf dan harakat untuk merepresentasikan 
lambangnya: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i نىٍَ

 Fatḥah dan wau Au a dan u نػىوٍَ

Contoh:  

 ḥaula : حىوٍؿىَ kaifa : كىيٍفىَ
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan 
dalam transliterasi dengan menggunakan huruf Latin bersama dengan 
tanda khusu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

...ا ىَ  Fatḥah dan alif Ā 
a dan garis di 

atas 

...م ًَ  Kasrah dan ya Ī 
i dan garis di 

atas 
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...ك يَ  
Ḍammah dan 

wau Ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 ramā : رىمىى qāla : قىاؿىَ
4. Ta’ Marbutah 

Dalam transliterasi, ta‟ marbutah memiliki dua bentuk tergantung 
pada keberadaan harakatnya. Ta‟ marbutah dengan harakat fatḥah, 
kasrah, atau ḍammah ditransliterasikan sebagai "t", sedangkan ta‟ 
marbutah tanpa harakat atau berharakat sukun ditransliterasikan sebagai 
"h". 

5. Syaddah atau Tasydid  

Tasydid atau syaddah dalam tulisan Arab ditandai dengan sebuah 
tanda khusus. Dalam transliterasi, tanda tasydid direpresentasikan oleh 
huruf yang sama dengan huruf yang dilambangkan dengan tanda 
tasydid tersebut.. 

6. Kata Sandang 

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan 
huruf Alif lam ma‟rifah (ال). Dalam aturan transliterasi ini, kata sandang 
"al" ditransliterasikan sebagai "al" tanpa memperhatikan huruf yang 
mengikuti, apakah itu huruf syamsiah atau qomariah. Penulisan kata 
sandang ini terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Dalam transliterasi, huruf hamzah dilambangkan sebagai apostrof 
(„) jika berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di 
awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, hamzah di 
awal kata ditulis sebagai alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang 
belum umum digunakan atau dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata-
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kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian 
dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi diterjemahkan dengan 
cara transliterasi ini. Namun, jika kata atau istilah tersebut terdapat 
dalam satu teks atau rangkaian teks Arab, maka harus tetap 
ditransliterasi secara lengkap untuk mempertahankan kesatuan dan 
keaslian teks Arab tersebut. 

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak ada penggunaan huruf 
kapital, transliterasi huruf-huruf tersebut harus mengikuti pedoman 
ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan 
untuk huruf awal nama orang dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika 
sebuah nama diawali dengan kata sandang "al-" dalam transliterasi, 
maka huruf pertama dari nama tersebut ditulis kapital (Al-) jika kata 
sandang tersebut berada di awal kalimat.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan fenomena uang panai yang 
masih dijalankan hingga saat ini. Uang panai adalah sejumlah uang yang 
wajib diberikan laki-laki kepada keluarga perempuan yang digunakan 
sebagai biaya dalam resepsi pernikahan. Pemberian uang panai bertujuan 
untuk menghargai atau menghormati perempuan yang ingin dinikahi dengan 
menyiapkan pesta pernikahan yang megah. Bahkan uang panai dalam 
pernikahan adat merupakan salah satu prasyarat, tidak ada uang panai, tidak 
ada pernikahan. Nilai uang panai sangat ditentukan oleh kedudukan atau 
status sosial wanita dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi 
keluarga, kesempurnaan fisik, keturunan dan sebagainya. Akan tetapi tidak 
jarang besarnya uang panai yang ditentukan keluarga perempuan terkadang 
justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda laki-laki yang 
gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi atau tidak sepakat dengan 
jumlah uang panai yang ditentukan keluarga perempuan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap tradisi uang panai. Di samping itu, penelitian ini juga 
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana uang panai dalam perspektif 
keadilan gender. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 
setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum 
Islam, tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan uang panai akan tetapi 
hukumnya mubah. Dan untuk mencapai keadilan gender yang seimbang 
pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan tetap berlangsung 
sesuai nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut serta tidak menyimpang 
dengan syariat Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, merendahkan calon 
mempelai perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sombong, dan 
sikap menyimpang lainya. 

Kata Kunci: Uang Panai, Adat, Hukum Islam.  
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ABSTRACT 

This research is based on the phenomenon of “uang panai” that is 
still practiced until now. “uang panai” is a sum of money that is obligatory 
for a man to give to a woman‟s family, which is used as a cost in the 
wedding reception. The giving of “uang panai” aims to appreciate or honor 
the woman who is to be married by preparing a lavish wedding feast. 
Indeed, “uang panai” in traditional weddings is one of the prerequisites; 
without ”uang panai”, there is no marriage. The value of “uang panai” is 
greatly determined by the woman‟s position or social status in society, such 
as educational level, family economy, physical appearance, lineage, etc. 
However, it is not uncommon for the amount of “uang panai” determined by 
the woman‟s family to sometimes cause problems. Among them, many young 
men fail to marry because they cannot afford or disagree with the amount of 
“uang panai” set by the woman‟s family. 

The purpose of this research is to understand the islamic legal 
perspective on the tradition of “uang panai”. Additionally, this study aims to 
investigate how “uang panai“ is viewed from a gender justice perspective. 
Employing a qualitative research method with a descriptive approach, which 
involves describing an object, phenomenon, or social setting to be 
documented in writing using data collection techniques such as observation, 
interviews, and documentation. 

The results of this research show that in the context of Islamic law, 
islam does not regulate the stipulation of “uang panai”, but it‟s legality is 
considered permissible. And to achieve balanced gender justice, the 
implementation of the “uang panai” culture in weddings continues 
according to the values existing in that culture and does not deviate from 
existing Islamic law, such as waste, riya, degrading the prospective bride, 
making things difficult for the prospective groom, arrogance, and other 
deviant attitudes. 

Keywords: Uang Panai, Tradition, Islamic Law  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LatariBelakang 
Pernikahan, yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, 

bertujuaniuntuk melanjutkaniketurunan, menjagaikelangsungan hidup 
manusia, dan mencegah perbuatan yang melanggar ajaran agama. 
Anjuran ini terdapatidalamiAl-Qur‟an, hadis, danidi Indonesia diatur 
olehiUndang-Undang Nomor 1 Tahuni1974 tentangiPerkawinan. 
Pernikahanijuga merupakaniikatan yang mengharuskan suamiiistri 
mematuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. 

MenurutiUndang-UndangiNomor 1iTahun 1974 Pasal 1 tentang 
Perkawinan, pernikahan adalahiikatan fisik dan spiritual antaraipria dan 
wanitaisebagai suamiiistri, denganitujuan membentukikeluarga yang 
harmonisidan langgeng berdasarkaniKetuhanan YangiMaha Esa1. 
MenurutiKompilasi HukumiIslam Pasal 2, perkawinaniadalah akadiyang 
sangatikuat (mīṡāqān galīẓan) untuk taat kepada perintahiAllah SWT dan 
sebagai bentukiibadah. Pengertian ini sejalan denganiUndang-Undang 
Nomori1 Tahuni1974, yang juga menganggapipernikahan sebagai 
pondasi bagiipembentukan keluarga dengan nilai-nilai ketuhanan dan 
keabadian2. 

Dalam ajaran Islam, tujuan utama perkawinaniyaitu untuk 
membentukikeluarga yangirukun, sejahtera, danibahagia dengan 
mengikuti prinsip-prinsip agama. Rukun berarti keseimbangan dalamihak 
danikewajiban anggotaikeluarga, sedangkan sejahteraimencakup 
ketenanganifisik dan emosional, yang pada akhirnya membawa 
kebahagiaan melalui ikatan kasihisayang diiantara semuaianggota 
keluarga. 

Manusiaidiciptakan oleh AllahiSWT dengan kualitasimanusiawi 
yang membutuhkan pelestarian lingkungan. Tujuaniutamaipenciptaan 
manusiaiadalah untukimengabdikan diriikepada-Nya melalui berbagai 
aktivitas kehidupan. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian 

                                                           
1 Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. 
2 Komplikasi Hukum Islam, Pasal 2. 
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integral dari aktivitas tersebut yang penting agar manusia dapat mencapai 
tujuan hidup yangitelah ditetapkaniolehiAllah SWT. Salah satuicara 
Allah mengatur kehidupanimanusia adalahimelalui 
ketentuaniperkawinan, sehingga manusia dapat memenuhi kondisinya 
sesuai dengan tujuan penciptaannya.3 

Perkawinan, dalam Islam, dianggap sebagai bentuk ibadah yang 
sakral dan merupakan fitrah setiap manusia. Melalui perkawinan, lahirlah 
keluarga yang menjadi pusat kehidupan manusia. Allah 
SWTimenciptakan manusiaiberpasang-pasangan, sehingga 
pelaksanaaniperkawinan disiapkan denganihati-hati dan matang. Dalam 
Islam, aturan mengenai perkawinan lebih berfokus pada larangan-
larangan dan anjuran-anjuran, sementara tidak mengatur secara spesifik 
cara pelaksanaannya. 

Kehidupan sehari-hari di Indonesia, dengan keanekaragaman suku, 
ras, agama, dan budaya dari Sabang hingga Merauke, sangat erat 
kaitannya dengan kebudayaan. Budaya, sebagai hasil karya manusia, 
adalah ciri khas nasional yang harus dihargai dan dilestarikan oleh 
generasi mendatang. Salah satu wujud kebudayaan ini tampak dalam 
tradisi pernikahan, di mana setiap wilayah memiliki prosesi dan tata cara 
yang unik. Pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan suasana sakral dan 
khidmat, karena adat yang telah turun-temurun dianggap sebagai 
kewajiban oleh masyarakat Indonesia. 

Pernikahan di berbagai daerah selalu menarik untuk dieksplorasi, 
baik dari segi kompleksitas proses pelaksanaannya maupun latar 
belakang budaya. Pernikahanitidak hanyaimengikat duaiindividu, 
tetapiijuga menyatukan dua keluargaibesar menjadi satu kesatuan.  

Di suku Bugis, institusi pernikahan dikenal memiliki proses yang 
kompleks dan melibatkan serangkaian tahapan yang panjang. Seorang 
pria yang ingin menikah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang 
lebih banyak daripada calon pengantin wanita. Proses ini melibatkan 
banyak tahapan sebelum akad nikah dan perayaan pernikahan, termasuk 
keterlibatan dalam tradisi dan ritual yang kaya akan nilai-nilai budaya. 

                                                           
3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2019), 22. 
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Dalam masyarakat suku Bugis, selain mahar, terdapat istilahiuang 
belanjaiatau uangipanai yang wajib diberikanioleh laki-laki yang ingin 
menikahi perempuan dari suku Bugis. Meskipun keduanya sama-sama 
merupakan kewajiban, maharidan uangipanai memiliki perbedaan 
penting. Mahariadalah pemberianiberupa uangiatau harta yang 
diwajibkan dalam Islam sebagai syarat sahnya pernikahan, dan 
merupakan kewajiban agama. Sebaliknya, uangipanai adalahihantaran 
yangiharus diberikan olehipihak laki-lakiikepada pihakiperempuan 
untukimembiayai prosesipesta pernikahan, dan lebih merupakan 
kewajiban adat dan tradisi setempat.4 

Uang panai dianggap sebagaiisimbol gengsiiyang merupakan 
bagian dari tradisi dan budaya. Biasanya, keluarga perempuan 
menetapkan jumlah uang tertentu sebagai ukuran kerelaan dan 
kesanggupan laki-laki dalam melamar. Jumlah uangipanai yangidiminta 
olehikeluarga perempuanimencerminkan posisi sosial calon pengantin. 
Besarannya menjadi suatu kebanggaan jika pihak laki-laki memberikan 
jumlah yang tinggi. Sebaliknya, jika jumlahnya rendah, keluarga 
perempuan merasa malu. Perbedaan tinggi dan rendahnya uang panai 
menjadi topik utama yang sangat diperhatikan dalam perkawinan suku 
Bugis, sehingga hal ini menjadi perbincangan umum di kalangan tamu 
undangan.5 

Dalam tradisi suku Bugis, semakin bagus status sosial pihak 
perempuan, semakin banyak jumlah uangipanai yangiharus disiapkan 
oleh pihakilaki-laki. Akan tetapi, besarnyaiuang panai ini sering kali 
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti banyaknya pemuda yang 
gagal menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi atau 
ketidaksetujuan terhadap jumlah yang ditentukan. Bahkan, ada kasus di 
mana pasangan memilih untuk kawin lari atau silariang. 

                                                           
4 Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, “Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas 

Fenomena Uang Panaik Suku Makassar”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, vol. 6, no. 1, 
2015, 79-98. 

5 Muhammad Saeful Fajar, Muhammad Yunus dan Ilham Mujahid, “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis”, Jurnal Riset Hukum 
Keluarga Islam, vol. 3, no. 1, 2023, 41-46. 
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Jumlah uang panai yang dikasih oleh calon suami seringkali 
mencapai antara 40 juta hingga 100 juta rupiah atau lebih, tergantung 
pada berbagai faktor seperti status sosial dan pendidikan calon mempelai 
perempuan. Besarnya nominal ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor 
tersebut dalam menentukan nilai uang panai. Dalam proses akad nikah, 
uang panai ini berbeda dengan mahar, yang merupakan pemberian yang 
dinyatakan dan diberikan pada saat pernikahan resmi. 

Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pria, baik dari 
dalam maupun luar masyarakat suku Bugis. Uang panai menjadi landasan 
utama dalam persyaratan pra-perkawinan. Meskipun telah lama 
meninggalkan tanah leluhur dan menetap di daerah perantauan, budaya 
uang panai tetap dipertahankan oleh masyarakat suku Bugis, baik di 
perantauan maupun di kampung halaman. 

Perdebatan mengenai konsep perkawinan dalam konteks adat dan 
agama sering kali kompleks dan mendalam, karena melibatkan perbedaan 
nilai, keyakinan, dan praktik di berbagai komunitas dan agama. Meskipun 
adat dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, keduanya dapat 
hidup berdampingan secara harmonis. Praktik uangipanai, 
meskipunitidak diatur dalam hukumiIslam, masih sesuaiidengan prinsip-
prinsipisyariat Islam dan tidakimerusak keyakinan agama. Dalam budaya 
suku Bugis, tradisi ini dihormati sebagai bagian dari proses pernikahan, 
asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam atau menimbulkan 
kesulitan yang berlebihan. Kewajiban memberikan uang panai perlu 
ditinjau lebih lanjut dalam syariat Islam, sedangkan dalam masyarakat 
adat, kewajiban ini merupakan norma sosial yang berlaku. Dalam hukum 
Islam, uang panai dapat dianggap sebagai hibah atau pemberian. 

Topik kesetaraan gender sering menjadi perhatian, terutama karena 
beberapa tradisi dan agama masih mempertahankan pandangan lama 
tentang peran gender yang berbeda. Di sisi lain, ada pula yang 
mendukung kesetaraan gender dalam pernikahan. Perdebatan ini 
menunjukkan kekayaan dan variasi budaya serta nilai-nilai yang ada di 
masyarakat, sekaligus mendorong upaya untuk mencari cara yang inklusif 
dan adil dalam menghormati berbagai pandangan tentang pernikahan di 
masyarakat. 
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Melihat kenyataan adat tersebut, Penulis termotivasi untuk 
mendalami lebih lanjut mengenai praktik uang panai dalam konteks 
masyarakat suku Bugis dari perspektif hukum. Oleh karena itu, latar 
belakang ini menjadi landasan bagi penulis dalam merancang skripsi 
yang berjudul “Uang Panai Pada Pernikahan Adat Masyarakat Bugis 
(Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Keadilan Gender)”. 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanaitinjauan hukumiIslam terhadapiuang panai? 
2. Bagaimana tradisi uang panai pada perkawinan adat masyarakat 

Bugis dalam perspektif keadilan gender? 

C. Tujuanidan ManfaatiPenelitian 
Tujuanipenelitian: 

1. UntukimengetahuiitentangibagaimanaitinjauanihukumiIslami
 terhadapiuang panai. 

2. Untuk mengetahui tradisi uangipanai pada masyarakatiadat Bugis 
dalamiperspektif keadilan gender. 

Manfaatipenelitian: 

1. Manfaatiteoritis 

Secara konseptual, penelitianiini diharapkanimemberikan 
sumbanganiyang signifikan bagiilingkungan akademis. Penelitian ini 
diharapkan dapat memperluas perspektif kritis dan analisis akademis 
dalam memahami kompleksitas dinamika masyarakat yang beraneka 
ragam pada masa kini. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat mengenrich khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan 
referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian mendatang, serta 
memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan studi ini lebih 
lanjut. Kontribusi ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman 
tentang hubungan antara adat dan agama dalam konteks perkawinan 
serta isu-isu terkait kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis. 

2. Manfaatipraktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan 
pemahaman yang lebih mendalam bagi berbagai kalangan, terutama 
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bagi masyarakat umum yang kurang mendapatkan informasi melalui 
buku bacaan atau alat teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat 
memperbaiki pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya pemahaman adat dan hukum dalam perkawinan, serta 
mendorong terciptanya pemahaman yang lebih inklusif dan adil 
terhadap peran gender dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil 
penelitian ini bisa menjadi sumber Informasi yang bermanfaat dan 
dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung 
upaya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. 

D. Telaah Pustaka 
Sebatas pengetahuan penulis, Belum ada kajian ilmiah yang 

menyelidiki secara komprehensif pandanganihukum Islamiterhadap 
praktik uangipanai dalamipernikahan adat sukuiBugis dari sudut pandang 
kesetaraan gender, khususnya dalam konteks program studi Hukum 
Keluarga Islam. Dariihasil penelusuraniyang dilakukanipenulis, ada 
beberapaiyang membahas tema yang sama yaitu uang panai, diantaranya 
adalah: 

Pertama, Dalam skripsinya yang berjudul “Uang Panai Sebagai 
Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqh Islam”, yang ditulis oleh 
Hidayat (2019), disimpulkan bahwa meskipun pemberian uang panai 
tidak diatur dalam hukum Islam, yang hanya mengharuskan pemberian 
mahar kepada calon istri, disarankan agar pihakiperempuan 
tidakimeminta mahar denganijumlah yangiberlebihan. 

Kedua,  Skripsi yang ditulis oleh Reski Kamal dari Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2016) dengan judul 
“Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalasang 
Kecamatan Pattalasang Kabupaten Takalar”, mengkaji pandangan 
masyarakat di Pattalasang terhadap uang panai. Uang panai tidak hanya 
dipandang sebagai syarat adat penting dalam perkawinan, tetapi juga 
sebagai dana yang membantu meningkatkan status sosial dan menjamin 
keberhasilan pernikahan. 

Ketiga, Skripsi Muhamad Taufik Hasan dari Hukum Keluarga 
Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) membandingkan 
tradisi belis dan uang panai dari perspektif maslahah mursalah At-Thufi. 



7 

 

Penelitian menunjukkan belis dinilai lebih menguntungkan karena 
fleksibilitas pembayaran yang memungkinkan cicilan jikaipihak laki-laki 
tidakimampu membayar tunai, berbeda denganiuang panai yangiharus 
lunas sebelum akad nikah. At-Thufi menilai belis memberikan manfaat 
jangka panjang untuk keberlangsungan pernikahan, mengacu pada prinsip 
maslahah mursalah yang menekankan kemaslahatan dan fleksibilitas 
dalam institusi pernikahan. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Fatimah Azis, dan 
Jamaluddin Arifin pada tahun 2023 dengan judul “Problematika Uang 
Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone”6, mengulas 
tentang tradisiiuang panaiidalam masyarakatiBugis Bone sebagai warisan 
budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi, yang bertujuan untuk 
menegaskan martabat perempuan dan pentingnya penghargaan terhadap 
mereka. Tradisi ini mengajarkan bahwa perempuan memiliki nilai yang 
tinggi dan layak mendapatkan penghormatan. Jurnal tersebut juga 
mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul akibat besarnyaiuang 
panaiiyang dimintaioleh keluarga pihakiperempuan, termasuk dampaknya 
terhadap sosial ekonomi calon pengantin pria dan tekanan psikologis 
terkait dengan harapan dan ekspektasi dalam pernikahan. 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Achmad Hufad, Siti 
Komariah, Muhammad Masdar pada tahun 2022 yang berjudul “Uang 
Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi 
dan Gengsi)”7 jurnal ini membahas tentang Uang panai dalam budaya 
Suku Bugis Bone menandakan nilai penting bagi harga diri perempuan, 
baik dalam konteks tradisional maupun aspek gengsi. Secara turun-
temurun, uang panai menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh 
calon suami sebelum menikahi perempuan dari komunitas Bugis. Tradisi 
ini mencerminkan nilai dan norma budaya setempat, serta berfungsi 
sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab calon suami terhadap 
keluarga calon istri, Terkadang, permintaan uang panai oleh keluarga 

                                                           
6 Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, dan Muhammad Masdar. 2022. "Uang Panai 

Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." Jurnal 
Penelitian Sosial, Vol. 5, No. 2: 45-67 

7 Rinaldi dkk. ,Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara 
Tradisi dan Gengsi ), Jurnal Pendidikan, vol. 10, no. 3, 2022, 361-373. 
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perempuan dipengaruhi oleh faktor gengsi, yang mengakibatkan 
jumlahnya menjadi sangat besar.  

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sholeh pada tahun 
2023 yang berjudul “Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan 
Fiqh”8 jurnal ini membahas tentang adanya perbedaan antara uang panai 
dalam adat dan mahar dalam fiqh Islam. Meskipun terdapat perbedaan 
keduanya sama yaitu tetap dilaksanakan sebagai bagian dari perkawinan. 
Jurnal ini juga menegaskan pentingnya menghormati adat istiadat dan 
etika dalam proses peminangan dan perkawinan, sesuai dengan nilai-nilai 
budaya dan agama dalam masyarakat.  

E. Metode Penelitian 
Penelitianiini mengandalkan metodeiyang sesuaiiuntuk 

memperoleh dataiyang obyektif daniterstruktur. Metode penelitian 
merupakan serangkaian prosedur yang diterapkan untuk mengatur dan 
melaksanakan studi ini secara sistematis. Metodeiyang dipilihidalam 
penelitianiini diuraikan sebagaiiberikut: 

1. Jenisipenelitian danipendekatan 

Studiiini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata dan narasi, bukan angka atau 
statistik9. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan 
secara detail karakteristik dan fenomena yangiterkait 
denganiobjekipenelitian, sehingga memberikan gambaran yang 
komprehensif dan mendalam, fenomena, atau setting sosial secara 
naratif. Objek yang dimaksud adalah praktik perkawinan masyarakat 
adat Bugis. 

2. Sumberidata 

Dataiyang digunakanidalam penelitianiini berasal dari dua 
sumber utama: 

                                                           
8 Muhammad Sholeh, “Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqh”, 

Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, vol. 3, no. 1, 2023, 49-57. 
9Rifa‟i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 

7. 
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a. Sumber dataiprimer 

Sumberidata primeriadalah dataiyang diperolehilangsung 
dari asalnya, yaitu data yang dikumpulkan secarailangsung di 
lapangan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui metode 
seperti wawancara, survei, observasi, atau kuesioner yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang 
autentik dan relevan. Data primer dikumpulkan melalui 
tigaimetodeiutama: observasi, wawancara, danidokumentasi. 
Observasiidilakukan denganimengamati langsungifenomena 
atau objek penelitian di lokasi studi. Setelah observasi, peneliti 
melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan 
penjelasan lebih rinci mengenai temuan observasi. Selain itu, 
peneliti juga melakukan dokumentasi, yakni mengumpulkan 
bukti fisik, catatan, atau dokumen yang mendukung hasil 
penelitian. 

b. Sumber dataisekunder 

Dataisekunder terdiri dari informasi yangidiperolehidari 
dokumenidan buku-bukuiyang relevan, yang digunakan untuk 
memberikan pemahaman lebih dalam tentangiuang panaiidalam 
konteksiperkawinan adatiBugis. Informasi ini mendukung 
penjelasan dan analisis mengenai fenomena yang diteliti. 

3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini mengaplikasikan teknik observasi, wawancara 
mendalam, dan pengumpulan dokumentasi dalam mngumpulkan 
data: 

a. Observasi 

Metode observasi merupakn teknik pengumpulan data 
yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara 
mengamati langsung di lapangan secara sistematis terhadap 
problematika yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan 
terlibat dalam menganalisis dan mengamati objek, fenomena, 
atau setting sosial yang terjadi di masyarakat. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi komunikasi yang 
diarahkan dengan tujuan tertentu antara pewawancara dan 
narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan.10 

Teknikiini digunakaniuntuk memperolehiinformasi atau 
dataidengan melakukan pertemuan tatapimuka atauimelalui 
mediaitelekomunikasi. Wawancaraidilakukan secaraiterstruktur 
dengan memaparkan pertanyaan yang relevan dengan judul 
penelitian kepadainarasumber. 

c. Dokumentasi 

Metodeidokumentasi dalamipenelitian iniimencakup 
pengkajian dan analisis berbagaiisumber tertulisisepertiibuku, 
artikel, jurnal, danisumber tertulis lainnya untuk memperoleh 
data dan informasi. 

4. Teknikianalisisidata 

Teknik analisisidata mencakup prosesisistematis dalam 
mengumpulkan danimenyusun catatan dari hasiliobservasi, 
wawancara, sertaisumber lainnyaiuntuk memperdalamipemahaman 
penelitiiterhadap konteks studi yangisedangiditeliti. 

F. SistematikaiPenulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam beberapa 

bab pembahasan, adapun sistematika penulisannya meliputi: 

BAB I, Pendahuluan berisikan pengantar mengenai konteks 
penelitian secara menyeluruh dalam skripsi ini. Bagian ini mencakup 
latar belakangimasalah, perumusanimasalah, tujuaniserta manfaatidari 
penelitian, kajianiliteratur yang relevan, metodeipenelitian yang 
digunakan, dan struktur penyusunan skripsi secara keseluruhan. 

BAB II, Bagian ini mengulas secara komprehensif mengenai 
aspek-aspek esensial terkait pernikahan dan hibah dalam konteks hukum. 

                                                           
10 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Anggota IKAPI, 2011), 

186. 
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Ini mencakup pemahaman dan landasan hukum mengenai institusi 
pernikahan, elemen-elemen yang menyusun rukun dan syarat pernikahan, 
serta tujuan dari ikatan tersebut. Selain itu, juga dibahas mengenai konsep 
hukum mahar, termasuk syarat-syaratnya, variasi jenis mahar, penentuan 
kadar, dan kedudukan hukumnya dalam perkawinan. Selain itu, terdapat 
pula penjelasan tentang pengertian hukum hibah, elemen-elemen rukun 
dan syarat yang relevan, serta prosedur untuk menarik kembali hibah 
yang telah diberikan. 

BAB III, Bagian ini mencakup eksplorasi mendalam mengenai 
uang panai dalam konteks pernikahan tradisional masyarakat Bugis. 
Termasuk dalam pembahasan ini adalah sejarah panjang 
tradisiiuangipanai, faktor-faktor yangimempengaruhi besarnyaijumlah 
uangipanai, signifikansi dan posisi sosial uang panai dalam masyarakat, 
serta nilai-nilaiiyang tercermin dalamipraktikiini. Selain itu, jugaidibahas 
mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tradisi uang panai terhadap 
institusi pernikahan, serta perbedaan yang mendasar antara konsep mahar 
dan uang panai dalam konteks hukum dan budaya. 

BAB IV, Pada bab ini akan dipaparkan analisis mendalam 
mengenai tantangan yang teridentifikasi dalam latar belakang masalah 
dalamiskripsi ini. Fokusnyaiadalah pada evaluasi tinjauanihukum 
Islamiterhadap konsep uang panai, serta bagaimana konsep uang panai 
dapat dilihat dari perspektif keadilan gender. 

BAB V, Bab ini bertindak sebagai bagian akhir yang memuat 
rangkuman temuan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM 

A. Konsep Dasar Pernikahan 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 

Pernikahanimerujuk pada istilah "kawin", yang 
mengindikasikan proses pembentukan keluarga dengan pasangan yang 
berlawanan jenis. Secara teknis, pernikahanimerupakan 
perjanjianiyang mengesahkan hubungan intim antarailaki-laki 
daniperempuan yangibukan mahram, sambil menegaskan hak dan 
tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh keduanya. Kata "nikah," 
yang dalam bahasa berarti mengumpulkan atau menyatukan, 
seringidigunakan untukimerujuk padaihubungan seksualidan 
kesepakatan pernikahaniitu sendiri.1  

Dalam konteks hukum, Nikah diartikan sebagai kesepakatan 
yang sah yang memperbolehkan hubungan intim antaraiseorangipria 
daniwanita dalam statusisuamiiistri. Akad nikah melampaui sekedar 
kata-kata yang memvalidasi persatuan jiwa dan raga antara dua 
individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab fisik dan emosional di 
antara mereka. Dalam Islam, akad nikah adalah elemen penting dalam 
pernikahan yangimengatur hak-hak danikewajiban suamiiistri serta 
memastikan keaslian hubungan mereka sesuai dengan syariat.2 

Di Indonesia, Dasar hukumiperkawinan diaturioleh Undang-
undang Nomori1 Tahuni1974 tentangiPerkawinan, yang 
mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara 
seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang harmonis dan kekal, berlandaskan pada Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
perkawinan dijelaskan sebagai akad yang kuat atau mīṡāqān galīẓan, 

                                                           
1 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5. 
2 Nabiela Naily, dkk., Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), 2. 
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yang mengikat untuk menaati perintah Allah SWT dan 
menjalankannya sebagai bagian dari ibadah.3 

Menurut mazhab Hanafi, pernikahaniadalah akadiyang 
bertujuan agar seorangilaki-laki dapat memiliki sepenuhnya seorang 
perempuanidengan sengaja. Mazhab Syafi'i mengartikan pernikahan 
sebagai akad yang menggunakan lafaz nikah yang menyiratkan arti 
memiliki wanita. Mazhab Maliki menggambarkan pernikahan sebagai 
akad yang bertujuan untuk mencapai kepuasan tanpa keharusan 
adanya harta. Mazhab Hambali mengajarkan bahwa pernikahan adalah 
perjanjian yang dilakukan dengan lafaz nikah atau tazwij, bertujuan 
untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan4. 

Dasarihukum pernikahanibanyak mengacu padaiAl-Qur‟anidan 
hadis, di manaiAllah SWT mendorong hamba-Nya untuk menjalankan 
pernikahan setelah memenuhi syarat-syarat sahnya. Seperti yang 
dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : 

 

نىكيمٍَمَّوىدَّةنََنػٍفيسًكيمٍَاىزٍكىاجناَلتًٌىسٍكينػيوٍ اأىَمًٌنٍََلىكيمٍََخىلىقىََأىفٍََوًَ مًنٍَاٰيٰتًَكىَ َبػىيػٍ الًىيػٍهىاَكىجىعىلى
َ
ًۗ
َيػَّتػىفىكَّريكٍفىَاًَكَّرىحٍْىةن

َلًٌقىوٍوـ ٰيٰتو َلَى  َفََّفٍَِذٰلًكى
Dalam Al-Qur'an disebutkan, “Dan di antara tanda-tanda 
kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir”. (Q.S 30 [Ar-Rum]: 21).5  

Ayat ini menekankan pentingnya memiliki pasangan hidup 
yang saling melengkapi, memberikan ketenangan, dan menciptakan 
rasa kasih sayang di antara mereka. Dengan demikian, pernikahan 

                                                           
3   Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2. 
4 Zaeni Asyhadie, dkk., Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia 

(Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), cet. I, 35. 
5 Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 



14 

 

dalam Islam bukan hanya tentang ikatan fisik tetapi juga ikatan 
emosional dan spiritual yang mendalam, yang mencerminkan tanda-
tandaikebesaran Allahibagi mereka yangimauiberpikir. 

Dasarihukumiperkawinan diatur dalam KUHPerdata serta 
undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang memuat definisi dan 
prinsip-prinsip perkawinan. Adapun hukum perkawinan adat 
ditentukan oleh keputusan atau peraturan adat setempat, meskipun 
negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan.6  

Dengan mempertimbangkan bahwaipernikahan adalahisuatu 
akadiyang memungkinkanipria daniwanita untukimelakukan hal-hal 
yangisebelumnyaidilarang, hukum asal pernikahan ini adalah boleh 
atau mubah. Namun, karena pernikahan juga dianjurkan oleh 
Rasulullah sebagai sunnah, tidaklah tepat menyatakan bahwa hukum 
asal pernikahan hanya sekedar mubah. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa agama mendorong terlaksananya akad pernikahan, 
dan setelah akad tersebut dilangsungkan, hubungan antara pria dan 
wanita menjadi diperbolehkan atau mubah menurut pandangan 
agama.7 

Aturan mengenai pernikahan disesuaikan dengan situasi 
seorang pria yang ingin menikah. Terdapat berbagai ketentuan yang 
mengatur pernikahan, antara lain:8  

a. Wajib 

Pernikahan menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi 
individu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah agar 
tidak beresiko mendekati zina. Kemampuan untuk menikah yang 
dimaksud adalah kemampuan memberikan nafkah, bukan sekadar 
kemampuan melakukan hubungan badan. Jika dia belum mampu 

                                                           
6 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2020), 6. 
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 43. 
8 Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Parepare: 

Kaaffah Learning Center, 2019), 12-15. 
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untuk menikah maka Allah Swt memerintahkan agar berpuasa, 
sebab puasa dapat mengekang syahwatnya. 

b. Sunnah 

Pernikahan disunnahkan bagi individu yang memiliki 
keinginan dan kemampuaniuntukimenikah, namunijika mereka 
tidakimenikah, tidakiada kekhawatiran merekaiakan terjerumus 
ke dalam perbuatanimaksiat. 

c. Makruh 

Pernikahan dianggap makruh bagi seseorangiyangimampu 
menikah danimampu mengendalikanidirinya dariiperbuatan 
maksiat, tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk 
menjalankan tanggung jawab dan peran sebagaiisuami atauiistri 
denganibaik. 

d. Mubah 

Bagiiorang yangimemiliki kemampuaniuntuk menikah, 
tetapiitidak khawatiriakan terjerumusidalam zinaijika tidak 
menikah dan dapat memastikan bahwa jika menikah, mereka 
tidak akan menelantarkan istri. 

e. Haram 

Pernikahan diharamkan bagi individu yangitidak mampu 
memberikaninafkah kepadaiistri, baik secarailahir maupunibatin. 
Nafkah lahir mencakup pembayaran mahar serta pemenuhan 
kebutuhan dasar dalam berumah tangga seperti tempat tinggal, 
pakaian, dan makanan. Nafkah batin merujuk pada kemampuan 
untuk melakukan hubungan seksual dengan istri. Selain itu, 
pernikahan juga diharamkan jika dilakukan dengan maksud untuk 
menelantarkan atau menyakiti istri.  

2. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Pernikahanidalam Islamimemiliki tujuan untuk membangun 
kehidupan rumahitangga yangipenuhikedamaian, cinta, danikasih 
sayang. Untukimencapai tujuan ini, Islam menetapkan berbagai 
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persyaratan dan rukun pernikahan yang terperinci, guna memastikan 
terbentuknya keluarga yang harmonis serta keberlanjutan keturunan. 

Memenuhi rukunidan syaratipernikahan merupakanihal yang 
sangatipenting untuk memastikan sahnya suatu pernikahan. Apabila 
salah satu dari rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan 
tersebut dianggap tidak sah. Berikut ini adalah rukun dan syaratiyang 
harusidipenuhi dalamipernikahan:9 

a. Calonimempelai laki-laki harus memenuhi beberapa kriteria, 
yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki 
identitas yang jelas, mampu memberikan persetujuan dengan 
bebas, serta tidak terdapat halangan pernikahan yang sah menurut 
hukum Islam. 

b. Calon mempelai perempuan harus memenuhi beberapa kriteria, 
yaitu: beragama Islam atau ahli kitab, berjenis kelamin 
perempuan, memiliki identitas yang jelas, mampu memberikan 
persetujuan dengan bebas, serta tidak terdapat halangan 
pernikahan yang sah menurut hukum Islam. 

c. Wali nikah juga harus memenuhi syarat tertentu, yaitu: berjenis 
kelamin laki-laki, sudah dewasa, memiliki hak untuk menjadi 
wali nikah, dan tidak ada halangan dalam menjalankan perwalian 
tersebut. 

d. Saksi nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: minimal 
harus ada dua orang saksi laki-laki, mereka harus hadir pada saat 
ijab qabul, memahami tujuan dari akad nikah tersebut, beragama 
Islam, danisudahidewasa. 

e. Ijabiqabul harus memenuhi beberapaisyarat, yaitu: adanya 
pernyataanidari waliiyang mengawinkan, adanyaipernyataan 
penerimaanidari calonimempelai laki-laki, penggunaan kata-kata 
yang menunjukkan pernikahan seperti nikah atau tazwij atau 
terjemahannya, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu 
rangkaian, maksud dari ijab dan qabul harus jelas, semua pihak 

                                                           
9 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55. 



17 

 

yang terlibat tidakisedang dalamikeadaan ihramihaji atauiumrah, 
dihadiri minimaliempatiorang: pengantin pria, waliipasangan dan 
duaisaksiiwakilnya, wali dariimempelai perempuaniatau 
wakilnya, danidua orangisaksi. 

Ketentuan mengenai syarat-syaratiperkawinan diatur dalam 
undang-undangitentangiperkawinan, tepatnya pada Bab II pasal 6, 
dengan rincian mencakup:10 

a. Adanya persetujuan kedua pasangan. 

b. Adanya izin orang tua, dari calon yang belum sesuai umurnya. 

c. Apabilaisalah satuiorang tuaimeninggal atauitidakimampu 
menyatakanikehendaknya, izinitersebut cukupidiperolehidari 
orangitua yangimasih hidupiatau yang mampuimenyatakan 
kehendaknya. 

d. Adanya perizinan dari wali nikah sedarah apabila kedua orang tua 
telah meninggal dunia. 

e. Dalamihal terdapatiperbedaan diiantara pihak-pihak yang 
disebutkan sebelumnya, atauisalah satu atauilebih dari mereka 
tidakimenyatakanipendapatnya, pengadilanidi daerah tempat 
tinggal calon pengantin dapat memberikan izin setelah 
mengadakan pendengaran terhadap pihak-pihak yang terkait. 

f. Semua ketentuan tersebut berlakuisesuai denganihukumiagama 
danikepercayaanimasing-masingiindividu yang bersangkutan, 
selamaitidak adaiketentuan lainiyangiditentukan. 

3. Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan yaitu untukimemastikan bahwailaki-laki dan 
perempuanidapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam 
kehidupan mereka bersama. Pernikahan tidakihanya bertujuan untuk 
memenuhikebutuhaniseksual, tetapiijuga untukimenciptakan 

                                                           
10 Undang-Undang Tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6. 
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keharmonisan di dalam rumah tangga, di mana kedua pasangan dapat 
saling mendukung dan meraih kebahagiaan bersama. 

Tujuan pernikahan dalam Islam bersumber pada ajaran Al-
Qur'an sebagai landasan utama. Surah Ar-Rum menjelaskanibahwa 
Allahimenciptakan pasanganidari jenisiyang samaiuntuk membangun 
kehidupanirumah tanggaiyang penuhiketentraman (sakinah), diwarnai 
dengan rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara 
mereka sebagai bukti dari kekuasaan-Nya. 

Beberapa tujuan mulia dari pernikahanidalam Islamimeliputi:11 
Pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk membentuk keluarga 
yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman, yang disebut 
sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hanya melalui ikatan 
pernikahan, pasangan dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan 
sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut. 

Kedua, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu mengikuti jejak 
Rasulullah Saw. Rasulullah, meskipun merupakan manusia yang 
paling mulia, tetap menikah. Dengan menikah, umat Islam mengikuti 
sunnah Rasulullah. 

Ketiga, menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk 
menghindari zina. Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu 
untuk menikah agar terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. 

Keempat, membuka pintu rezeki. Menikah dapat membuka 
pintu rezeki yang lebih luas. Allah SWT akan memberikan rezeki 
kepada pasangan yang menikah sehingga mereka tidak perlu takut 
akan kemiskinan. 

Kelima, terhindar dari fitnah. Pernikahan membantu 
menghindari fitnah, termasuk mendekati zina dan percampuran yang 
tidakisesuai antarailaki-laki daniperempuan. 

                                                           
11 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59. 
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Keenam, penyalur hasrat biologis pernikahan menyalurkan 
hasrat biologis melalui jalan yang dihalalkan oleh syariat, sehingga 
menghindarkan dari fitnah zina dan perbudakan hawa nafsu.12 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974itentang 
Perkawinan, perkawinaniadalah ikatanilahir danibatin antaraiseorang 
pria daniseorang wanitaisebagai suamiiistri denganimaksudiuntuk 
membentukikeluarga atauirumah tanggaiyang bahagiaidaniabadi, yang 
didasarkanipada KetuhananiYang MahaiEsa.13 

B. Konsep Dasar Mahar 
1. PengertianidaniDasar HukumiMahar 

Sebelum seorang pria mengucapkan akad untuk menjadikan 
seorang wanita sebagai pasangan hidupnya, Islam mewajibkan pria 
tersebut memberikan mahar. Islam sangat menghargai dan melindungi 
hak-hak wanita, sehingga pemberian mahar ini merupakan bentuk 
penghormatan kepada wanita. Mahariadalah hartaiyang diberikan 
kepadaiwanita sebagaiihak miliknya dalam sebuah pernikahan yang 
sah. Fungsi mahar adalah sebagai simbol penghormatan dan izin untuk 
hubungan suami istri yang sah, serta menjaga kehormatan dan 
keabsahan ikatan pernikahan tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), mahar merupakan pemberianiyang diberikaniolehicalon 
mempelaiipria kepadaicalon mempelaiiwanita dalamibentukibarang, 
uang, atauijasa yangitidak bertentanganidengan prinsip-prinsipihukum 
Islam14. Meskipun tidak menjadi rukun pernikahan, mahar memiliki 
kedudukan yang sangat penting dalam konteks pernikahan. Mahar 
yang sudah diserahkan kepada calon mempelai wanita akan menjadi 
hak miliknya secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali kecuali 
dengan persetujuan dari penerima mahar tersebut.  

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
dijelaskan sebagai kewajiban pemberian berupa uang atau barang dari 

                                                           
12 Ibid., 62. 
13 Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. 
14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf d. 
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calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat akad 
nikah. Secara etimologis, istilah mahar berasal dari kata "maskawin", 
sementara dalam pengertian terminologisnya, mahar merupakan 
pemberian yang diwajibkan calon suami kepada calon istri sebagai 
simbol dari ketulusan hati calon suami dalam membangun ikatan 
pernikahan. Mahar tidak hanya menjadi aspek formalitas dalam 
pernikahan, tetapi juga mencerminkan komitmen dan niat baik dari 
pihak suami untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan istri, serta 
untuk menumbuhkan rasaicinta dan kasihisayang diidalamikeluarga 
yang akanidibentuk.15 

Empat mazhab utama dalam Islam memiliki definisi yang 
berbeda tentang mahar, meskipun intinya memiliki makna yang tidak 
berbeda. Menurut Mazhab Hanafi, mahar didefinisikan sebagai harta 
yang menjadi hak istri sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah 
atau hubungan suami istri. Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai 
sesuatu yang menjadikan istri sah untuk digauli. Mazhab Syafi'i 
memandang mahar sebagai kewajiban yang harus dibayar karena 
terjadinya akad nikah atau hubungan suami istri. Sedangkan menurut 
Mazhab Hambali, mahar adalah imbalan dari sebuah pernikahan, yang 
bisa dijelaskan secara langsung saat akadinikah, ditentukanisetelah 
akadidengan persetujuanikedua belahipihak, atau diputuskanioleh 
hakim. Mazhab-mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda terkait 
mahar, namun semuanya mengakui pentingnya mahar sebagai bagian 
integral dalam menetapkan keabsahan dan komitmen dalam 
perkawinan menurut ajaran Islam.16 

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, para 
ulamaisepakat bahwaimemberikan maharimerupakan kewajibanibagi 
seorangilaki-laki kepadaiperempuan. Kewajiban ini timbul akibat 
sahnya akad nikah dan terbentuknya ikatan suami istri yang sah, yang 
jauh berbeda dengan hubungan zina.  

Mahariadalah simbolidari kesungguhan daniintegritas seorang 
laki-lakiidalam menjadikan seorang perempuan sebagai pasangan 

                                                           
15 Rusdaya Basri, Fiqh, 84. 
16 Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”, Jurnal An-Nisa‟a: Kajian 

Gender dan Anak, vol. 12, no. 2, 2017, 163-178. 
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hidup dalam keluarga. Penting dicatat bahwa mahar bukanlah harga 
seorang perempuan, melainkan pemberian sebagai tanda 
penghormatan terhadap kedudukan perempuan.17 

Hadis Rasulullah SAW mengenai mahar menekankan bahwa 
nilai berkah perkawinan tidak terletak pada besar kecilnya nilai mahar. 
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perkawinan yang paling diridhai 
Allah adalah yang memberikan kemudahan dan tidak membebani 
pihak laki-laki. Meskipun demikian, bagi mereka yang mampu, 
memberikan mahar dalam jumlah besar kepada calon istri tidak 
dilarang. Penting untuk diingat bahwa mahar bukanlah harga yang 
menentukan nilai seorang perempuan dalam pernikahan. Pernikahan 
dalam Islam bukanlah transaksi komersial, melainkan ikatan yang 
penuh keberkahan dan tanggung jawab. Mahar, baik besar maupun 
kecilnya, harus diserahkan dengan penuh kesungguhan sebagai simbol 
komitmen dan kehormatan terhadap calon istri, bukan sebagai 
instrumen untuk membeli atau menilai nilai perempuan.18 

Pemberian mahar dalam pernikahan memiliki makna yang 
mendalam dalam konteks syariat agama Islam, dimana hal tersebut 
bertujuan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan peristiwa sakral 
tersebut. Maharah merupakan manifestasi dari tanggung jawab yang 
diberikan kepada Allah SWT sebagai penegak aturan, serta sebagai 
bentuk penghormatan dan komitmen terhadap perempuan yang akan 
menjadi pasangan hidup dalam membina kehidupan rumah tangga. 

Para ulama telah sepakat bahwa hukum memberi mahar itu 
adalah wajib. Sebagaimana berdasarkan pada Al-Qur‟an surah An-
Nisa‟ ayat 4: 

 

َفىإًف كىاٰتيواالنًٌسىا ءىَ
ًۗ
قٰتًهًنََّنًٍِلىةن نًي ػٍَ صىدي نٍويَنػىفٍسناَفىكيليوهيَىى َمًٌ

 مَّريً ػ ناَأنَطًبٍْىَلىكيمٍَعىنَشىيءو

                                                           
17 Nazil Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fiqh Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam 

Pernikahan”, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, vol. 2, no. 1, 2021, 88-103. 
18 Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: 

Pemanadani, 2004), 88. 
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, namun jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu 
dengan kerelaan, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. 4 
[An- Nisa‟]: 4).19 

Ayatiini menegaskanibahwa pemberin merupkanisuatu 
kewajibaniyang harusiada dalamipernikahan. 

Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Kalbiy dan dikutip oleh 
Lathifah Munawaroh, pada masa jahiliyah, wali yang menikahkan 
seorang perempuan di bawah perwaliannya sangat sering tidak 
memberikan mahar kepada perempuan tersebut.20 Ayat ini diturunkan 
sebagai peringatan Suami yang berupaya untuk mendapatkan kembali 
mahariyang telahidiberikan kepadaiistri merekaimenekankan bahwa 
tidak ada pihak lain yang boleh ikut campur karena mahar merupakan 
hak eksklusif istri. 

Meskipun kata "mahar" tidak disebutkan secara langsung, 
istilah "shaduqat" dipahami dengan maksud yang sama. Islam 
memandang maskawin sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan 
oleh laki-laki dan harus diberikan kepada perempuan sebagai bagian 
dari nihlah, yaitu pemberian khusus yang dilakukan dengan tulus dan 
ikhlas, mirip dengan memberikan hibah.21 

Meskipun kata "mahar" tidak disebutkan secara langsung, 
istilah "shaduqat" dipahami dengan maksud yang sama. Islam 
mengatur maskawin sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-
laki, serta menegaskan bahwa maskawin tersebut adalah hak mutlak 
perempuan. Dalam ajaran Islam, suami diwajibkan memberikan 
maskawin sebagai bagian dari nihlah, yaitu pemberian istimewa yang 
dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, mirip dengan 
memberikan hibah, sebagai berikut: 

                                                           
19 Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya.  
20 Lathifah Munawaroh, Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-

Ayat Perkawinan dan Perceraian (Semarang: Lawwana, 2023), cet. I, 33. 
21 Ibid., 32. 
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َبِىاَ َالمهٍري َفػىلىهىا َبًِىا َفىاًفٍَدىخىلى طًله َفىنًكىاحيهىاَبَى َكىليًًٌهىا َاًذٍفً َنىكىحىتٍَبغًىيًٍْ َامٍرىأىةو اىيُّمىا
َفىالسملٍطىافيَ َاسٍتىجىريكٍا َفىاًفً َفػىرٍجًهىا َمًنٍ َالأربعةََاسٍتىحىلَّ َ)ركاه َلَىىا َلَىكىلَِّ َمىنٍ كىلِم

َالَالنسائى(
 

“Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang perempuan 
menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si 
suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima 
mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan 
(menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali 
bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali”.(H.R 
Imam Empat kecuali Al-Nasa‟i)22 

2. Syarat-Syarat Mahar 

Dalam fiqh munakahat, adaibeberapa syaratiyang harus 
dipenuhi agarimahar yangidiberikan kepada calon istri dianggap sah: 

a. Berupa Harta Berharga: Mahar harus berupa harta yang 
berharga. Meskipun tidak ada ketentuan spesifik mengenai 
jumlah atau nilai mahar, harta yang diberikan harus memiliki 
nilai dan bermanfaat. 

b. Barangnya Suci dan Dapat Dimanfaatkan: Barang yang 
dijadikan mahar harus suci dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena 
itu, memberikan mahar dalam bentuk barang haram seperti 
khamar, babi, atau darah tidak sah. 

c. Bukan Barang Ghasab: Barang ghasab adalah barang milik 
orang lain yang diambil tanpa izin dengan niat untuk 
mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang ghasab 
tidak diperbolehkan. 

                                                           
22 Al-Shan‟ani, Subul Al-Salam, juz 3 (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1960), 

117-118. 
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d. Barangnya Jelas: Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak 
jelas keadaannya atau jenisnya. Barang yang tidak diketahui 
secara pasti tidak sah untuk dijadikan mahar.23 

3. Macam-Macam Mahar 

UlamaiFiqih sepakatibahwa mahariitu adaiduaimacam, yaitu 
maharimusamma dan maharimitsil (sepadan). 

a. Mahar musamma 

Mahar yang telah disepakati jumlah dan besarnya saat akad 
nikah berdasarkan kesepakatan bersama atau persetujuan hakim. 
Mahar ini bisa dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan sesuai 
dengan kesepakatan dengan istri. Jika istri menginginkan 
pembayaran tunai, maka suami harus membayarnya setelah 
pernikahan dilaksanakan. Mahar musamma dibagi menjadi dua 
jenis: mahar musamma mu‟ajjal (mahar yang harus segera 
diberikan kepada istri) dan mahar musamma ghairu mu‟ajjal 
(mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditetapkan tetapi 
pembayarannya ditangguhkan).24 

Dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan 
secara penuh apabila:  

Pertama, apabila salah satu dari suami istri meninggal. 
Kedua, Telah terjadi hubungan suami istri (bersenggama) dan 
kemudian pernikahan dinyatakan batal karena sebab-sebab 
tertentu, seperti adanya hubungan mahram atau adanya kesalahan 
dalam status istri (misalnya, disangka perawan ternyata janda 
atau hamil dari suami sebelumnya).25. Berdasarkan firman Allah 
Swt.  

  

َ  ...مىاَفػىرىضٍتيمٍَكىاًفٍَطىلَّقٍتيميوٍىينََّمًنٍَقػىبٍلًَاىفٍَتَىىسموٍىينََّكىقىدٍَفػىرىضٍتيمٍَلَىينََّفىريًٍضىةنَفىنًصٍفي
                                                           

23 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 63. 
24 Aspandi, “Mahar dalam Perkawinan Islam: Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan 

Pemegang Hak Mahar”, Jurnal Syari‟ah dan Hukum Islam, vol. 5, no. 2, 2020, 244-257. 
25  Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 46. 
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“Dan jika kamu menceraikan mereka 
sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu 
sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) 
seperdua dari yang telah kamu tentukan”. (Q.S 2 
[Al-Baqarah]: 237)26  
 

Jika mahar yang disepakati berupa barang rampasan, 
seperti perabot rumah tangga milik ayah atau orang lain yang 
diberikan oleh suami, pandangan para ulama berbeda. Ulama 
Maliki berpendapat bahwa apabila perabot tersebut diketahui oleh 
kedua belah pihak dan mereka sudah dewasa, akad dinyatakan 
fasid dan harus dibatalkan sebelum terjadinya percampuran. 
Namun, jika percampuran sudah terjadi, akad dianggap sah 
dengan menggunakan mahar mitsil. Sebaliknya, menurut Mazhab 
Syafi‟i dan Hambali, akad tetap sah, dan istri berhak atas mahar 
mitsil. Mazhab Syafi‟i menyatakan bahwa meskipun mahar yang 
diberikan berupa barang rampasan, akad tetap sah dan istri 
berhak menerima mahar yang setara dengan nilai barang tersebut. 
Mazhab Hambali juga memiliki pendapat serupa, menegaskan 
bahwa akad tetap sah dan istri berhak atas mahar yang nilainya 
setara dengan mahar mitsil.27 

b. Mahar mitsil (sepadan) 

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan 
jumlahnya saat akad nikah, tetapi nilainya disesuaikan dengan 
mahar yang biasa diberikan kepada wanita-wanita sepadan dalam 
lingkungan dan kondisi sosial yang sama. Nilai mahar ini 
ditentukan berdasarkan kebiasaan dan tradisi keluarga atau 
masyarakat setempat.28 

                                                           
26  Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 
27 Muallim Hasibuan, “Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan 

Perkawinan”, Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, vol. 9, no. 1, 2023, 13-32. 
28 Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, Fiqih Munakahat 

(Hukum Pernikahan dalam Islam) (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 88. 
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Mahar mitsil juga terjadi dalam dua keadaan berikut: 
Pertama, ketika kadar mahar tidak disebutkan pada saat akad 
nikah. Jika mahar tidak disebutkan besaran dan jenisnya pada 
saat akad nikah berlangsung, kemudian suami telah bercampur 
dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Kedua, ketika 
mahar musamma belum dibayar. Jika mahar musamma belum 
dibayar sementara suami telah bercampur dengan istri dan 
ternyata nikah tersebut tidak sah, maka dalam kondisi ini, mahar 
yang diberikan adalah mahar mitsil sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam masyarakat setempat.29 

4. Kadar dan Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan 

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam 
pernikahan, karena berfungsi untuk mempererat dan mengukuhkan 
hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Pembayaran mahar saat 
akad nikah hanya sebagai sarana, bukan tujuan utama. Oleh karena 
itu, Islam sangat menganjurkan agar mahar atau maskawin dalam 
perkawinan dipermudah. 

Para ulama tidak menetapkan jumlah tertentu untuk mahar, baik 
besar maupun kecil, karena kondisi ekonomi setiap individu berbeda, 
seperti kaya dan miskin, serta perbedaan lapang dan sempitnya rezeki. 
Setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya sendiri. Oleh karena 
itu, Islam menyerahkan penentuan jumlah mahar kepada kemampuan 
individu serta keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarga 
mereka. 

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bentuk dan jumlah 
mahar yang diberikan kepada calon istri bervariasi. Ada yang berupa 
cincin dari besi, baju besi, sepasang sandal, dan ada juga yang berupa 
mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Saw sendiri 
pernah menjadikan kemerdekaan budak sebagai mahar dalam 
pernikahannya dengan Shofiyyah. Begitu pula dengan mahar yang 
diberikan Ali kepada Fatimah, putri Rasulullah Saw. 

 

                                                           
29 Sudarto, Fikih Munakahat, 47. 
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،َعىنٍَعًكٍرمًىةى، ةى،َعىنٍَسىعًيدو،َعىنٍَأىيموبى ،َعىنٍَعىبٍدى َإًسٍحىقى َبٍني َىىاريكفي عىنًَ أىخٍبػىرىنَى
َقىاؿىَ َلىويََ:ابٍنًَعىبَّاسو ةىَقىاؿى اَتػىزىكَّجىَعىلًىٌَّفىاطًمى َاللًَََّ لىمَّ عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَ رىسيوؿي  : صىلَّىَاللََّيَ
ئنا يػٍ  ؟الحيطىمًيَّةَفىأىيٍنىَدًرٍعيكىََ:قىاؿىَ.َشىيٍءَمىاَعًنٍدًلَ:قىاؿىَ.أىعٍطًهىاَشى

“Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Ishaq dari 'Abdah 
dari Sa'id dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: 
ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah Saw berkata kepada 
Ali: Berikanlah sesuatu kepada Fatimah (sebagai mahar). Ali 
berkata: Saya tidak memiliki sesuatu. Nabi berkata: Dimana 
baju besimu?”.(H.R Abu Daud dan Nasa‟i)30 

Dalam ketentuan mengenai mahar, berbagai pandangan ulama 
dan riwayat menunjukkan bahwa mahar tidak harus dalam bentuk atau 
jumlah yang besar. Islam memberikan kemudahan dalam penentuan 
mahar dengan tujuan untuk tidak memberatkan kedua belah pihak, 
terutama calon suami. Mahar yang sederhana namun bernilai dan 
bermakna sudah cukup untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan. 

Menurut mazhab Hanafi, kadar minimal mahar adalah sepuluh 
dirham (sekitar 40 qursy saat ini), yang dapat berupa uang atau barang 
seharga 10 dirham, Apabila seorang laki-laki memberikan mahar di 
bawah 10 dirham, akadnya tetap sah, tetapi harus disempurnakan 
menjadi 10 dirham..31 

Bagi mazhab Maliki, kadar minimal mahar yang harus 
diberikan adalah tiga dirham perak murni tanpa campuran, atau 
seperempat dinar emas, atau yang senilai dengannya. Mahar juga 
dapat berupa barang-barang yang suci dan terbebas dari najis dengan 
nilai yang setara, seperti barang, hewan, ternak, bangunan, atau 
sepetak tanah yang diperoleh atau dibeli dengan cara yang sah, serta 
memiliki manfaat menurut ketetapan syara‟, bukan seperti alat hiburan 

                                                           
30 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin 

(Bandung: Jabal, 2011), 261. 
31 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Jakarta: 

Kencana, 2021), 186. 
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atau sesuatu yang sia-sia seperti kecapi, seruling, atau serangga. 
Mahar tersebut harus jelas ukurannya, jenisnya, dan bentuknya. 

Berbeda dengan mazhab Syafi‟i dan Hambali yang tidak 
menetapkan kadar minimal untuk mahar. Laki-laki diperbolehkan 
memberi mahar dengan jumlah sedikit, dengan syarat tetap memiliki 
nilai. Namun, disunnahkan agar mahar tidak kurang dari 10 dirham. 
Kategori mahar meliputi segala sesuatu yang sah untuk 
diperjualbelikan atau sesuatu yang memiliki nilai.32 

Para fuqaha juga mengizinkan penyegeraan pemberian mahar 
seluruhnya atau mengakhirkan penyerahannya. Begitu pula, sebagian 
mahar boleh disegerakan, dan sebagian lainnya boleh ditunda. Jika 
dalam akad nikah tidak dijelaskan apakah mahar akan dibayar segera 
atau tidak, maka hal tersebut diserahkan kepada adat kebiasaan 
setempat. Jika tidak ada kebiasaan terkait, maka mahar harus dibayar 
segera. Suami juga boleh menggauli istrinya meskipun maharnya 
belum ditentukan, namun ia harus membayar mahar mitsil.33 

Hal yang penting adalah bahwa mahar yang diberikan oleh laki-
laki, baik besar maupun kecil, haruslah sesuatu yang bermanfaat, 
seperti uang, cincin sederhana, atau pengajaran Al-Qur‟an, asalkan 
disepakati bersama. Selain itu, tidak boleh ada unsur paksaan antara 
kedua belah pihak dalam penetapan mahar. Nilai mahar tidak terletak 
pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi pada manfaatnya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon 
istrinya mencerminkan tanggung jawab suami setelah ijab kabul, 
termasuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, serta 
memberikan perlindungan dan rasa aman dengan segala kelebihan dan 
kekurangannya. Ini adalah salah satu hikmah dari kewajiban 
membayar mahar bagi calon suami. 

                                                           
32 Ibid., 185. 
33 Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”, Jurnal An-Nisa‟a: Kajian 

Gender dan Anak, vol. 12, no. 2, 2017”, 163-178. 



29 

 

C. Konsep Dasar Hibah 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah 

Harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia 
memiliki peran sosial yang signifikan. Sebagai makhluk sosial, 
manusia harus berinteraksi dan saling membantu untuk memenuhi 
kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. 
Selain itu, manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi, dengan 
amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Oleh karena itu, 
harta kekayaan sejatinya adalah pinjaman dari Sang Pencipta dan 
harus digunakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan serta fungsi 
sosial. Manusia dianjurkan untuk tidak menggunakan hartanya untuk 
kesenangan berlebihan atau menyombongkan diri, dan mereka yang 
memiliki kelebihan harta disarankan untuk menghibahkan sebagian 
kepada yang membutuhkan. 

Hibah adalah tindakan sukarela untuk memberikan kepemilikan 
kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, bertolak belakang 
dengan proses jual beli atau sewa yang melibatkan pertukaran nilai 
atau bayaran, di mana tidak ada konsep balas jasa atau ganti rugi. 
Maka dari itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi hibah.  

Secara etimologi, hibah berarti memberikan atau menyalurkan 
sesuatu dari pemberi kepada penerima. Dalam istilah terminologi, 
hibah adalah perjanjian pemberian hak milik kepada orang lain tanpa 
kompensasi, dilakukan secara sukarela saat pemberi masih hidup.34 

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
hibah adalah pemberian suatu barang secara sukarela tanpa 
kompensasi dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki. Oleh karena itu, kerelaan untuk memberikan barang tanpa 
adanya paksaan adalah unsur utama dalam hibah35.  

Dalam Fiqih, hibah adalah pernyataan tentang pemindahan hak 
kepemilikan atas sesuatu tanpa kompensasi, diberikan dari satu 

                                                           
34   Muhammad Ajib, Fiqh Hibah dan Waris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 

9. 
35  Kompilasi Hukum Islam,  Pasal 171 Huruf g. 
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individu kepada individu lain. Hibah dilakukan tanpa tujuan 
memperoleh pahala dari Allah, berbeda dengan sedekah yang 
bertujuan demikian. Hibah dilihat sebagai pengelolaan harta yang 
memperkuat hubungan kekerabatan dan kasih sayang antar manusia.36 

Empat mazhab memberikan definisi berbeda tentang hibah. 
Mazhab Hanafi menyatakan hibah sebagai pemberian sesuatu tanpa 
imbalan seketika. Mazhab Maliki mendefinisikan hibah sebagai 
pemberian kepemilikan atas benda tanpa imbalan, yang juga bisa 
disebut hadiah. Mazhab Hambali menyebut hibah sebagai pemberian 
harta yang memungkinkan penerima untuk bertindak hukum 
terhadapnya, tanpa mengharapkan imbalan. Mazhab Syafi‟i 
menyatakan hibah sebagai pemberian milik secara sadar sewaktu 
hidup. Kesimpulannya, hibah adalah akad atau perjanjian pemberian 
harta atau benda oleh seseorang kepada orang lain tanpa 
mengharapkan penggantian apapun selama pemberi masih hidup.37 

Dari berbagai definisi tersebut, hibah dapat disimpulkan sebagai 
perjanjian di mana seseorang memberikan harta atau benda kepada 
orang lain saat masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.  

Berbeda dari sedekah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada 
orang lain dengan niat menghormati dan secara sukarela, sedangkan 
sedekah adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan dengan 
tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT. 

Meskipun dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an tidak mudah 
ditemukan secara eksplisit, istilah ini digunakan dalam konteks 
pemberian. Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah 
sunnah, karena merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan 
antar manusia yang sangat positif. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis 
menganjurkan umatnya untuk berbuat baik melalui saling membantu, 
sebagaimana diungkapkan dalam nash Al-Qur‟an: 

                                                           
36 Ris Wahyuni, “Penarikan Kembali Tanah Hibah Menurut Perspektif Fiqih 

Muamalah”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017, 2-3. 
37   Muhammad Ajib, Fiqh Hibah, 10. 
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َكىالٍعيدٍكىافًَۖ كىتػىعىاكىنػيوٍاعىلىى َالًٍَثًٍْ َكىلَىتػىعىاكىنػيوٍاعىلىى َكىالتػَّقٍوٰلۖ ًَۗ البًًٌ
الىَ اًفََّ كىاتػَّقيواالى

الٍعًقىابًَ  شىدًيٍدي
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat 
dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh 
Allah sangat berat siksa-Nya”.(Q.S 5 [Al-Ma‟idah]: 2)38 

Demikian pula Rasulullah Saw dalam salah satu hadis: 

 

:عىنٍَأىبَِ عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَيػىقيوؿي َ.تػىهىاديكاَتَىىابمواََىيرىيػٍرىةى،َعىنًَالنَّبًًٌَصىلَّىَاللََّيَ
“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda: Saling 
memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”.(H.R 
Bukhari)39 

Hadis ini menjelaskan tentang salah satu fungsi memberi hadiah 
yaitu munculnya rasa saling mencintai antar sesama manusia. Pemberi 
hadiah harus tulus dan tidak boleh mengharapkan imbalan agar 
mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita tidak boleh mengharapkan 
balasan dari orang lain saat memberi. Sebaliknya, penerima hadiah 
dianjurkan untuk membalas pemberian tersebut, guna menciptakan 
hubungan timbal balik yang baik. Dalam hadis riwayat Aisyah ra 
disebutkan bahwa: 

 

،َعىنٍَأىبيًوً،َ ،َعىنٍَىًشىاوـ ثػىنىاَعًيسىىَبٍنيَييونيسى ثػىنىاَميسىدَّده،َحىدَّ عىنٍَحىدَّ
اَقىالىتٍَ َاللََّيَعىنػٍهى َصىلَّىَاللََّيَعىلىيٍوًَكىسىلَّمىَ:عىائًشىةىَرىضًيى َاللًََّ َرىسيوؿي كىافى

َعىلىيػٍهىا  .يػىقٍبىليَالٍَىدًيَّةىَكىييثًيبي
 

                                                           
38 Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 
39 Al-Bukhari, Adabul Mufrad: Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak, terj. dari Al-Adab 

Al-Mufrad oleh Moh. Suri Sudahri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 254. 
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“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Hisyam dari 
bapaknya dari Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw menerima 
pemberian hadiah dan membalasnya”. (H.R Bukhari)40 

Dalam Hadis ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah Saw tidak 
hanya menerima hadiah, tetapi juga memberikan balasan atas 
pemberian tersebut. Pemberian hadiah atau hibah memegang peran 
penting dalam Islam, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan dan 
penghargaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan 
sosial, membantu mengatasi kesulitan, serta mendukung 
pembangunan sosial dan nasional. Rasulullah SAW menggalakkan 
umatnya untuk memberi dan menerima hadiah karena dampak 
positifnya yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam konteks kajian ilmiah, tujuan dari pemberian hibah 
adalah untuk menciptakan suasana keakraban dan kasih sayang di 
antara sesama manusia, yang memperkuat praktik silaturahim yang 
sangat fundamental dalam Islam. Selain itu, anjuran hibah juga 
bertujuan untuk mendorong kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik 
dalam mengatasi kesulitan individu maupun dalam mendukung 
lembaga-lembaga sosial. 

Dari sudut pandang hukum, hibah berfungsi sebagai salah satu 
cara untuk merealisasikan fungsi sosial dari harta. Melalui hibah, 
dapat dibangun rasa solidaritas, keakraban, dan kasih sayang di antara 
manusia, yang membantu mengurangi sebagian kesulitan yang 
dihadapi oleh sesama. Hibah juga memiliki potensi penting dalam 
pengembangan dan pembangunan lembaga-lembaga sosial yang 
berkontribusi pada pembangunan nasional.41 

2. Rukun dan Syarat Hibah 

Meskipun hibah bertujuan untuk mempererat silaturahmi, 
sebagai perbuatan hukum, hibah juga memiliki syarat dan rukun yang 
harus dipenuhi baik oleh pemberi maupun penerima hibah. 

                                                           
40 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 157. 
41 Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum 
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Hibah dianggap tidak sah jika salah satu syarat atau rukunnya 
tidak terpenuhi. Terdapat tiga rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Shighat Hibah 

Ijab kabul menandakan pemindahan hak milik dari 
pemberi hibah kepada penerima hibah. Ucapan hibah bisa berupa 
kata "hibah", "hadiah", atau kata-kata lain yang memiliki makna 
pemberian. Proses ini menegaskan adanya transfer kepemilikan 
secara sah. 

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, setiap hibah harus 
disertai ijab dan kabul; tanpa keduanya, hibah tidak sah. 
Sebaliknya, beberapa pengikut mazhab Hanafiyah berpendapat 
bahwa hibah sah tanpa kabul, cukup dengan ijab saja.42 

b. Penghibah dan penerima hibah 

Penghibah adalah individu yang memberikan barang atau 
harta kepada pihak lain, sementara penerima hibah adalah orang 
yang menerima pemberian tersebut. Apabila penerima hibah 
tidak memiliki kapasitas hukum atau belum dewasa untuk 
bertindak, maka penerima hibah akan diwakili oleh wali atau 
orang yang memiliki tanggung jawab dalam asuhan dan 
pendidikannya. 

Penghibah harus memiliki kapasitas hukum atau sudah 
dewasa untuk bertindak secara sah. Selain itu, hibah harus 
dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, tanpa 
adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.43 Bagi orang yang 
menghibahkan ada beberapa syarat, yaitu: 

1) Harta atau barang yang dihibahkan milik sendiri. 

                                                           
42 Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono dan Ahmad Laut Hasibuan,  Buku Ajar 

Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam 
(Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022), 47. 

43 Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, tth), 123. 
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2) Penghibah adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu 
persoalan atau perkara. 

3) Penghibah itu orang dewasa atau orang yang tidak berada di 
bawah perwalian orang lain, 

4) Orang yang memberikan hibah bertindak tanpa paksaan, 
dilakukan atas inisiatif dan kehendak sendiri. 

Barang atau harta yang dihibahkan harus memenuhi 
beberapa syarat tertentu.44 

1) Barang yang dihibahkan harus sudah ada secara nyata ketika 
akad hibah dilakukan. Misalnya, tidak sah menghibahkan 
anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya 
atau buah yang belum muncul di pohon. 

2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai atau manfaat 
yang dapat dinikmati oleh penerima hibah. Ini menegaskan 
bahwa hibah harus bermanfaat bagi penerima. 

3) Barang tersebut harus merupakan milik penghibah. 
Penghibah tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di 
tangannya tetapi sebenarnya bukan miliknya, seperti harta 
anak yatim yang sedang diamanatkan kepada seseorang. 

4) Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki secara zatnya, 
artinya barang tersebut harus nyata dan dapat berpindah 
tangan dari satu individu ke individu lainnya. Misalnya, 
tidak sah untuk menghibahkan air yang masih berada di 
sungai atau ikan yang berada di laut, karena tidak memenuhi 
syarat sebagai barang yang dapat dimiliki secara zatnya. 

5) Harta yang akan dihibahkan tidak boleh terikat dalam suatu 
perjanjian dengan pihak lain. Misalnya, barang tidak boleh 
dalam keadaan digadaikan atau dititipkan di bank ketika 
hendak dihibahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa barang 
yang dihibahkan benar-benar milik penghibah dan tidak ada 
pihak lain yang memiliki klaim atasnya. 
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Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci 
rukun dan syarat hibah secara spesifik, namun prinsip-prinsip ini 
dapat diinterpretasikan dari ketentuan-ketentuan yang terkandung 
di dalamnya. Misalnya, KHI mengizinkan seseorang yang 
berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan 
untuk menghibahkan hingga sepertiga dari hartanya kepada pihak 
lain atau lembaga-lembaga, dengan syarat disaksikan oleh dua 
orang saksi. Ini menunjukkan kesesuaian konsep rukun hibah 
dalam KHI dengan pandangan fiqih Syafi‟i.45 

3. Menarik Kembali Hibah yang Telah Diberikan  

Mayoritas ulama sepakat bahwa umumnya tidak diperbolehkan 
untuk mencabut hibah yang telah diberikan, kecuali dalam kasus hibah 
dari orang tua kepada anaknya.46 Seperti dalam hadits berikut: 

 

: عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَقىاؿى َصىلََّاليَ َعىنًَالنَّبًًٌ َكىابٍنًَعىبَّاسو ََلمَيىًََلَىَعىنٍَابٍنًَعيمىرى َميسٍلًمو لًرىجيلو
َفًيمىاَيػيعٍطًيَكىلىدىهي. الوىالًدى إًلَََّ يػىرٍجًعىَفًيهاىَ َالعىطًيَّةىَثْيََّ  أىفٍَيػيعٍطًيى

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Bahwa Nabi Saw bersabda: 
Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian 
kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang 
menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”.(H.R 
Ahmad)47 

Alasan diperbolehkannya orang tua untuk menarik kembali 
hibah adalah karena orang tua memiliki hak untuk menjaga 
kemaslahatan anaknya serta menunjukkan perhatian kasih sayang 
terhadapnya. Penarikan kembali hibah yang diberikan oleh orang tua 
kepada anaknya bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang 

                                                           
45 Nor Mohammad Abdoeh, Hibah dalam Tinjauan KHI, KUHPerdata, Sosiologis 

dan Filosofis (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 17. 
46 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, terj. dari Fiqih Sunnah, oleh Abdurrahim dan 

Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 560. 
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diberikan masih berada dalam kekuasaan anak. Namun, jika barang 
tersebut sudah hilang dan kembali kepada anak melalui jalan lain, 
Orang tua tidak berwenang untuk mencabut kembali hibah yang telah 
diberikan.48 

Pemberi hibah tidak  berhak untuk menarik kembali hibah yang 
telah diberikan, kecuali pada beberapa perkara. Menarik kembali 
hibah berarti menarik hak dan menjadikan seseorang mendapatkan 
kesusahan. Hal ini tidak diperbolehkan.49 Hal ini juga dijelaskan 
secara rinci oleh setiap mazhab.50 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak 
memiliki hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, 
karena hibah dianggap sebagai akad yang tetap. Menurut sebagian 
pengikut Mazhab Maliki, hibah menjadi sah dan tetap hanya dengan 
akad, tanpa perlu adanya ambil alih, dan pandangan ini adalah yang 
paling umum diterima. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa 
hibah tidak menjadi tetap kecuali setelah diambil alih, menjadikan 
ambil alih sebagai syarat sahnya hibah. Tanpa ambil alih, hibah tidak 
dianggap tetap dan pemberi hibah masih berhak untuk menarik 
kembali. 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah bagi pemberi hibah 
untuk menarik kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima 
hibah. Namun, lebih disarankan agar penarikan kembali dilakukan 
sebelum ambil alih, karena hibah dianggap belum sempurna sampai 
diambil alih. Meskipun demikian, menarik kembali hibah setelah 
diambil alih dianggap makruh, dan ada yang berpendapat hukumnya 
haram. 

Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa setelah hibah menjadi milik 
penerima hibah atau setelah barang hibah diserahkan, menarik 

                                                           
48 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana,2012), 348. 
49 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3, terj. dari Hadyul Islam 

Fatawi Mu‟ashirah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2006), 480. 
50 Asep Dadang Hidayat, dkk., “Pembatalan Akta Hibah dalam Perspektif Imam 
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kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali bagi ayah atau ibu yang 
memberikan hibah. 

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah berhak 
untuk menarik kembali hibah sebelum diambil alih, karena akad hibah 
tidak sempurna kecuali setelah ambil alih. Jika pemberi hibah menjual 
barang hibah atau menghibahkannya kepada orang lain sebelum 
diambil alih, maka hibah pertama dianggap batal karena sudah diambil 
kembali. 

Jika dikaitkan dengan memberikan hibah atau hadiah dalam 
pernikahan. Disadari atau tidak, dalam masyarakat kita sudah menjadi 
tradisi ketika lamaran seorang laki-laki memberikan hadiah kepada 
pasangannya ataupun sebaliknya. Ketika seorang laki-laki 
memberikan hadiah kepada perempuan harapannya adalah hubungan 
mereka bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.  

Akan tetapi, tidak sedikit pasangan yang sudah merencanakan 
pernikahan dan sudah bertunangan tapi harus batal menikah karena 
satu dan lain hal. Dan menjadikan seorang laki-laki ingin menarik 
kembali hibah atau hadiah yang telah diberikan.  

Dalam kasus ini, menurut mazhab Hanafi, hadiah hukumnya 
sama dengan hibah (pemberian). Apabila barang yang diberikan 
bernilai tinggi atau tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, si 
pemberi boleh menarik kembali hadiah pemberiannya. Akan tetapi, 
jika hadiah yang diberikan telah hilang atau punah, maka hadiah 
tersebut tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau 
penggantinya.51 

Dalam mazhab Maliki, ada perincian lebih lanjut: jika yang 
membatalkan pernikahan adalah perempuan, Dalam konteks ini, pihak 
laki-laki memiliki keputusan untuk mencabut hadiahnya, baik itu 
dalam keadaan utuh atau sudah digunakan. Namun, jika pembatalan 
dilakukan oleh pihak laki-laki sendiri, maka tidak ada hak baginya 
untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Namun, jika 
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ada tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut atau adanya 
kesepakatan, maka harus mengikuti aturan tradisi atau kesepakatan 
tersebut. 

Sementara dalam mazhab Syafi‟i, jika pernikahan tidak jadi, 
maka hadiah tersebut boleh ditarik kembali, siapapun yang 
membatalkannya. Oleh karena itu, hadiah tersebut diberikan dengan 
maksud untuk memfasilitasi pernikahan; jika hubungan tersebut tidak 
berhasil, pemberi berhak untuk mengambil kembali hadiah itu jika 
masih ada, atau menggantinya dengan barang lain jika sudah rusak. 

Menurut mazhab hambali hadiah yang diberikan sebelum 
terlaksananya akad, tidak dianggap sebagai mahar. Mereka merinci 
sebagai berikut: 

a. Jika dibatalkan oleh perempuan, laki-laki dapat menarik kembali 
pemberian. 

b. Jika dibatalkan oleh laki-laki, tidak boleh meminta kembali yang 
telah diberikan. 

c. Jika pernikahan gagal karena kematian salah satu calon atau 
perempuan adalah saudara sepersusuan, laki-laki tidak boleh 
menarik kembali pemberian karena dianggap sebagai hibah yang 
tidak dapat ditarik kembali.52  

D. Urf 

1. Pengertian Urf 

Kata "urf" berasal dari kata "arafa" yang berarti "mengenal" 
atau "mengetahui". Dalam konteks Al-Qur'an, kata "ma'ruf" 
digunakan untuk merujuk kepada kebajikan atau perbuatan baik. 

Beberapa ahli bahasa Arab menyamakan kata "adat" dan "urf" 
sebagai sinonim. Jika kedua kata ini digunakan dalam kalimat seperti 
"hukum itu berdasarkan adat dan urf", hal ini tidak mengubah makna 
keduanya meskipun dipisahkan oleh kata "dan". Dalam konteks ini, 
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kata "urf" memperkuat arti dari kata "adat", karena keduanya memiliki 
makna yang serupa.53 

Secara terminologi, "urf" merujuk pada kebiasaan yang 
diadopsi oleh manusia dan diikuti, baik berupa perbuatan yang umum 
dilakukan atau kata-kata yang sering digunakan untuk menyampaikan 
makna tertentu. Ketika kata-kata ini disebutkan, pikiran langsung 
mengasosiasikannya dengan makna yang telah dikenal, bukan yang 
lain. Selain itu, "urf" juga dipahami sebagai sesuatu yang telah 
tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat, karena seringnya 
digunakan dan diterapkan, yang muncul dari sebuah kecintaan dan 
kesukaan terhadapnya.54 

2. Macam-Macam Urf 

a. Urf qauli 
Urf qauli merujuk kepada kebiasaan yang berlaku dalam 

penggunaan kata-kata atau ucapan..55 Sebagai contoh, istilah 
"daging" mencakup semua jenis daging yang tersedia. Ketika 
seseorang membeli daging dan menyebutkan "saya mau satu 
kilogram daging", pedagang biasanya akan mengambil daging 
sapi karena itu yang umumnya dimaksudkan oleh kebanyakan 
orang di masyarakat setempat saat menggunakan kata "daging". 

b. Urf fi‟li 
Urf fi‟li adalah kebiasaan yang berlaku dalam tindakan. 

Contohnya adalah praktek jual beli barang yang sederhana 
(murah dan tidak begitu bernilai), di mana penjual dan pembeli 
cukup menunjukkan barang, melakukan pertukaran barang dan 
uang tanpa perlu melalui proses akad atau perjanjian formal.56 

 
Adapun dari segi ruang lingkup penggunaannya, urf dibagi 

menjadi dua: 
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a. Urf umum 
Urf adalah kebiasaan yang umum berlaku di mana-mana, di 

seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, atau agama..57 
Sebagai contoh, ada kebiasaan menyewa kamar mandi umum 
dengan tarif tertentu tanpa menentukan dengan pasti durasi mandi 
atau jumlah air yang digunakan. 

b. Urf khusus 
Urf khusus merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam tempat atau waktu tertentu, namun tidak 
berlaku secara umum di semua tempat atau setiap waktu.58 
Contohnya, Di Jambi, istilah "satu tumbuk tanah" digunakan 
untuk menggambarkan luas tanah 10 x 10 meter. Di beberapa 
tempat, kwitansi dianggap sebagai bukti pembayaran sah, 
meskipun tanpa saksi. 

 
Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya, urf dibagi menjadi 

dua: 
a. Urf ṣaḥīḥ 

Urf adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran 
agama. Misalnya, penggunaan urf untuk menentukan masa-masa 
penting seperti haid, baligh, dan nifas, dengan memperhitungkan 
rentang usia dan kondisi yang berlaku secara lokal. 

b. Urf fāsid 
Praktik perbudakan, yang telah menjadi budaya di beberapa 

bangsa seperti bangsa Arab dan Romawi, adalah contoh urf fāsid. 
Di sini, budak dianggap seperti barang atau hewan, bertentangan 
dengan dalil-dalil syariat dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. 
Islam dengan tegas menolak praktik perbudakan dan berupaya 
untuk menghapusnya.59 
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3. Kedudukan Urf dalam Penetapan Hukum 

Surah Al-Baqarah ayat 233 mengatur tentang urf sebagai hujjah dalam 
menetapkan hukum syariah, dengan menekankan bahwa urf shahih 
dapat digunakan sebagai pedoman. 

 كىعىلىىَالموٍليوٍدًلىويَرزًٍقػيهينََّكىكًسٍوىتػيهينََّبًَلمعٍريكؼًَ
 

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
(istri) dengan cara yang ma‟ruf”.(Q.S 2 [Al-Baqarah]: 233)60 

Dalam ayat ini, "al-ma'ruf" mengindikasikan tindakan yang 
dianggap pantas atau layak dilakukan. Kelayakan memberikan 
makanan, pakaian, dan termasuk rumah bergantung pada kondisi serta 
adat atau urf di suatu tempat. Di kalangan ulama ushul, terdapat 
beberapa kaidah yang menjadi pegangan dalam menerapkan urf, 
seperti:61 

ةيَ  العىادىةيَمُيىكَّمى
“Adat itu bisa dijadikan penetapan hukum”. 

 

المشٍريكطًَشىرٍطنَ كَى َعيرٍفنا  المعٍريكؼي
“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi 
syarat”. 

 

الثىابًتًَبًَلنَّصًَ كَى َبًَلعيرؼً  الثىابًتي
“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui 
nash”. 
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َبتًػىغٍيًيًَْالأىزٍمًنىةًَكىالأىمٍكًنىةًَكىالأىحٍوىاؿًَ الحيكميَيػىتػىغىيػَّري
ئىاتًَ  كىالأىشٍخىاصًَكىالبػىيػٍ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, 
tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan”. 

Paraiulama yangimengamalkan urfiitu jugaidalamimemahami 
danimeng-istinbāth-kanihukum, menetapkanibeberapaipersyaratan 
untukimenerima urfitersebut, yaitu: 

a. Urf yang berlaku harus memberikan manfaat dan dapat diterima 
oleh akal sehat. Syarat ini adalah syarat umum yang harus 
dipenuhi oleh urf yang sah agar diterima secara luas. 

b. Urf yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum 
harus berlaku umum di kalangan masyarakat yang terlibat atau di 
sebagian besar warganya. 

c. Urf yang menjadi landasan dalam penetapan hukum harus telah 
berlaku saat itu, bukan urf yang baru muncul. Artinya, urf harus 
ada sebelum hukum diterapkan. Jika urf baru muncul setelahnya, 
tidak akan dipertimbangkan. 

d. Urf tidak boleh bertentangan atau mengabaikan dalil syariah yang 
ada atau prinsip-prinsip yang sudah pasti. Persyaratan ini 
menguatkan bahwa urf yang sah tidak boleh bertentangan dengan 
nash syariah atau prinsip-prinsip yang sudah jelas.62 

E. Keadilan Gender 
Seperti yang dikutip oleh Kadarusman, istilah "gender" diadopsi dari 

Bahasa Inggris yang secara harfiah berarti "jenis kelamin". Meskipun 
kata ini belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum 
digunakan dalam bahasa sehari-hari baik sebagai "gender" maupun 
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"jender". Dalam konteks glosarium, istilah ini merujuk pada konsep seks 
dan gender.63 

Sejak tahun 1960-an, kata "gender" telah menjadi bagian penting 
dalam masyarakat Barat, terutama di Amerika Serikat. Penggunaannya 
muncul dalam berbagai gerakan baik radikal, konservatif, sekuler, 
maupun agama yang bertujuan untuk menegaskan eksistensi perempuan 
dan meningkatkan kesadaran tentang gender. Pada masa itu, gerakan ini 
dikenal dengan tuntutan kebebasan dan kesetaraan hak, yang 
memperjuangkan agar perempuan memiliki kesempatan yang setara 
dengan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan aspek publik 
lainnya.64 

Gender merupakan kerangka pemikiran sosial yang menghasilkan 
rekonstruksi peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. 
Tujuannya adalah untuk mengangkat perempuan dari status subordinat 
terhadap laki-laki, sehingga peran sosial perempuan dapat diperluas dan 
diberdayakan secara lebih luas, tidak hanya terbatas sebagai mahluk 
subordinat. 

Konsep analisis yang dipergunakan oleh Zaitunah Subhan adalah 
gender, yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial budaya.65 

Konsep gender sebagai sebuah pranata sosial tidaklah tetap dan 
universal; ini berarti cara pandang terhadap gender dapat bervariasi antara 
berbagai masyarakat dan periode waktu. Variasi ini sering kali 
menyebabkan ketidakadilan bagi baik laki-laki maupun perempuan. 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt 
memiliki kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan 
qadar dalam Al-Qur'an sebagai ukuran dan sifat yang ditetapkan Allah 

                                                           
63 Kadarusman, Agama, Relasi gender, dan Feminisme (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2005), 19. 
64 Achiko Murata, The Tao Of Islam (Bandung: Mizan, 1999), 8. 
65 Zaitunah Subhan, “Gender Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Akademika, vol. 06, 

No. 2, Maret, 128. 
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untuk segala sesuatu, yang disebut kodrat. Dengan demikian, laki-laki 
dan perempuan memiliki kodrat masing-masing sesuai dengan jenis 
kelamin mereka. 

Keadilan gender adalah konsep kultural yang bertujuan 
membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 
antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.66 

Dalam konteks gender, keadilan berarti memenuhi hak-hak 
perempuan sesuai ketentuan yang berlaku setelah mereka melaksanakan 
kewajiban sebagai ibu, istri, dan pendidik. Adil dalam penelitian ini 
berarti perlakuan yang tidak memihak dan terkait dengan interpretasi 
hukum, sementara kesetaraan menekankan perlakuan yang sama oleh 
masyarakat dan terkait dengan konsep sosial. Oleh karena itu, keadilan 
gender adalah proses perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan 
untuk menghilangkan diskriminasi dalam peran dan akses mereka di 
bidang publik maupun domestik. 

Keadilan gender merupakan proses perlakuan adil terhadap 
perempuan dan laki-laki, tanpa pembatasan peran, beban ganda, 
subordinasi, marginalisasi, atau kekerasan. Ini menghasilkan kesetaraan 
dalam akses, partisipasi, dan manfaat bagi keduanya. 

  

                                                           
66 Kasmawati, “Gender dalam Perspektif Islam”, Jurnal Sipakalebbi, vol. 1. no. 1, 

2013, 61. 
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BAB III 
UANG PANAI DALAM TRADISI PERKAWINAN 

MASYARAKAT SUKU BUGIS 

A. Sejarah Tradisi Uang Panai 
Suku Bugis merupakan kelompok etnis terbesar di Sulawesi 

Selatan selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku ini mendiami 
beberapa wilayah di Sulawesi Selatan seperti di kabupaten Bone, 
Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Sinjai, hingga 
Bulukumba. Pada awalnya, masyarakat suku Bugis hanya mendiami 
wilayah Sulawesi Selatan. Namun, dalam perkembangannya, sebagian 
masyarakat Bugis meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi merantau 
keiberbagai daerahidiiIndonesia, bahkanihinggaimancanegara.1 

Penyebaran masyarakat suku Bugis ke berbagai daerah terutama 
dipicu oleh profesi mereka sebagai pedagang yang mendorong mereka 
mencari keuntungan ekonomi di tempat lain. Sebagai pedagang, mereka 
mencari lokasi yang cocok untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi 
dengan masyarakat setempat. Unsur kebudayaan suku Bugis mencakup 
bahasa, mata pencaharian, struktur sosial, kepercayaan, seni, sistem 
moral, adat istiadat, dan kebiasaaniyang diwariskanidari satuigenerasi ke 
generasiiberikutnya.2 

Orang Bugis menyebut diri mereka dengan istilah "ugi" atau "to 
ugi," yang berasal dari nama Raja La Sattumpugi dari kerajaan Cina.3 
Menurut sejarah, nenek moyang suku Bugis adalah etnis Deutro Melayu 
dari bangsa Austronesia yang datang dari Yunan sekitar tahun 500 SM. 
Karya sastra besar berjudul "I La Galigo" yang ditulis oleh La Galigo, 
keturunan La Sattumpugi, mencatat asal usul penciptaan manusia dalam 
tradisi Bugis dan terdiri dari sekitar 9000 halaman folio. 

                                                           
1 A. B. Takko Bandung, “Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif 

Antropologi Budaya”, Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya, vol. 15, no. 1, 2020, 
27-36. 

2 Suryanti, Ihsan Mz dan Siti Rahmah, “Sejarah Diaspora Suku Bugis Makassar di 
Kalimantan Tengah”, Jurnal Rihlah, vol. 8, no. 2, 2020, 100-112. 

3 Ridhwan, “Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam”, Ekspose, vol. 17, no. 1, 
2018, 481-498. 
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Di Indonesia, masyarakat suku Bugis dikenal mempertahankan 
nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka dengan sungguh-sungguh. 
Salah satu tradisi yang terkenal adalah tradisi perkawinan, yang dalam 
bahasa mereka disebut pa‟bungtingan. Upacara perkawinan ini 
dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar pernikahan 
berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah SWT. 

Perkawinan dalam adat suku Bugis dikenal sebagai pa‟bungtingan. 
Bagi masyarakat Bugis, pa‟bungtingan adalah upacara perkawinan yang 
melibatkan ritual-ritual sakral untuk memastikan kelancaran dan berkah 
dari Allah SWT. Sebelum pa‟bungtingan dilaksanakan, calon mempelai 
laki-laki harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut 
meliputi ma‟manu-manu, ma‟suro, dan ma‟pettuada. Ma‟manu-manu 
adalah proses penyelidikan diam-diam terhadap latar belakang calon 
mempelai perempuan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Ma‟suro 
adalah tahap di mana calon mempelai laki-laki secara resmi meminang 
calon mempelai perempuan. Sedangkan ma‟pettuada adalah proses 
penentuan tanggal pernikahan yang biasanya mencakup perjanjian 
mengenai maskawin dan biaya belanja, yang juga dikenal sebagai uang 
panai.4 

Sejarah uang panai dalam budaya suku Bugis dimulai pada masa 
kerajaan Gowa Tallo pada abad ke-17. Pada masa itu, ada seorang putri 
bangsawan Bugis yang begitu cantik dan menarik sehingga menarik 
perhatian seorang laki-laki Belanda yang ingin menikahinya. Sang raja, 
untuk melindungi putrinya, menetapkan persyaratan yang kemudian 
dikenal sebagai uang panai. Uang panai awalnya berfungsi sebagai 
kontrol terhadap tindakan semena-mena orang Belanda yang ingin 
menikahi perempuan Bugis dan kemudian berpaling ke perempuan lain. 
Warisan sejarah ini masih berdampak di masyarakat suku Bugis hingga 
kemerdekaan Indonesia, di mana uang panai menjadi wajib dan 

                                                           
4 M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis”, 

Jurnal Sosial Budaya, vol. 16, no. 1, 2019, 25-36. 
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merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki dalam niatnya untuk 
melamar perempuan Bugis.5 

Masyarakat suku Bugis masih menjunjung tinggi nilai siri (rasa 
malu atau gengsi), sehingga mereka masih mempertahankan tradisi uang 
panai hingga saat ini. Walaupun ada yang berpandangan bahwa fungsi 
uang panai tidak lebih hanya sebagai ajang gengsi dan uang belanja. 
Perkembangan pola pikir masyarakat suku Bugis tersebut yang terus 
mengalami perubahan, tentu mempengaruhi sudut pandang fungsi dari 
suatu tradisi yang ada. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi 
penyebab uang panai masih dipertahankan hingga saat ini, baik bagi 
masyarakat suku Bugis maupun suku Bugis perantauan, yakni: 

1. Berdasarkan kedudukannya, uang panai di kalangan masyarakat 
suku Bugis merupakan rukun perkawinan. 

2. Berdasarkan fungsinya, Uang panai adalah hadiah yang diberikan 
oleh laki-laki kepada perempuan untuk biaya resepsi pernikahan dan 
bekal kehidupan mereka di masa depan, mengikuti adat istiadat 
turun temurun.. 

3. Berdasarkan tujuannya, Uang panai diberikan sebagai penghormatan 
kepada keluarga perempuan, dengan syarat bahwa jumlah yang 
ditentukan dapat dipenuhi oleh laki-laki.6 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang 
Panai 

Penentuan uang panai merupakan tahapan penting dalam tradisi 
perkawinan suku Bugis, di mana jumlah uang panai yang ditetapkan 
memainkan peran lebih signifikan dibandingkan mahar. Besarnya 
nominal uang panai menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi 
kelancaran proses perkawinan. 

Tradisi ini sering kali menghadapi tantangan dan masalah, seperti 
kemungkinan pembatalan pertunangan jika pihak laki-laki tidak mampu 

                                                           
5 Andi Aminah Riski, Ridwan Melay dan Bunari, “Uang Belanja (Uang Panai) dalam 

Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Online 
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, 2-9. 

6 Nur Anisa dan Suryani, Islam dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat 
Kabupaten Nunukan (Indramayu: Adab, 2021), 28. 
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memenuhi nilai uang panai yang telah ditentukan. Karena itu, penting 
bagi kedua keluarga calon pengantin untuk memahami dengan baik dan 
menjaga komunikasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang 
memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 
uang panai yang harus diberikan kepada perempuan, diantaranya yaitu: 

1. Status sosial 

Jika perempuan tersebut adalah keturunan bangsawan atau 
bergelar adat. Maka uang panai yang harus diberikan bisa mencapai 
puluhan bahkan ratusan juta.  

2. Status ekonomi 

Dalam menetapkan jumlah uang panai, banyak masyarakat 
percaya bahwa keadaan ekonomi memiliki pengaruh yang 
signifikan. Semakinitinggi statusiekonomi keluargaiperempuan, 
semakinibesar kemungkinan uangipanai yang harusidiberikanioleh 
calon suami. Sebaliknya, jika status ekonomi keluarga perempuan 
rendah, maka uang panai yang dipatok juga cenderung lebih rendah.7  

3. Jenjang pendidikan 

Tingkat pendidikan perempuan juga mempengaruhi besarnya 
uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan. Seorang 
perempuan yang memiliki gelar sarjana, magister, atau bahkan 
doktor biasanyaiakan memintaiuang panaiiyang lebihitinggi 
dibandingkan dengan mereka yang hanya lulus SMP atau SMA.8 

Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan 
perkawinan karena tingkat pendidikan yang tinggi sering kali 
berhubungan dengan pola pikir yang lebih maju dan aspirasi yang 
lebih tinggi dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga. 

                                                           
7 Nirmawati, Bahtiar dan Dewi Anggraini, “Uang Panai dalam Perkawinan Suku 

Bugis (Studi Di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana)”, Societal: 
Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, vol. 8, no. 1, 2021, 63-69. 

8 Dyah Auliah Rachma Ruslan, “Uang Panai Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan 
Pada Suku Bugis Makassar”, Bameti: Customary Law Review, vol. 1, no. 1, 2023, 6-9. 
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Seorang perempuan yang lulusan SMA dipatok kisaran 50 
juta, jika ia lulusan S1 uang panainya kisaran 70 juta, begitu juga 
seterusnya ditambah 20 juta. Akan tetapi patokan tersebut hanya 
patokan dasar.9 

4. Kondisi fisik 

Nilai uang panai ditentukan berdasarkan kondisi fisik 
perempuan yang akan dinikahi semakin memenuhi harapan. Faktor-
faktor seperti kecantikan, tinggi badan, dan kulit yang cerah menjadi 
pertimbangan utama dalam menetapkan jumlah uang panai. Dengan 
demikian, meskipun perempuanitersebut tidakimemiliki status 
ekonomiiyang tinggi, tidak berasal dariikeluarga bangsawan, atau 
tidakiberpendidikan tinggi, kondisi fisiknya tetap menjadi acuan 
utama dalam menentukan besaran uang panai yang akan 
disepakati.10 

Tampilan fisik seseorang memang mempengaruhi tinggi dan 
tidaknya uang panai tapi tidak menjadi jaminan mutlak, karena 
kebanyakan kasus anak usia sekolah uang panainya bahkan lebih 
tinggi dan penyebabnya bukan karena paras atau tampilan fisik tetapi 
lebih ke garis keturunan anak tersebut.11 

Menurut Ibu Rosdiana faktoriyang menyebabkan besar 
kecilnya uangipanai tidak jauh dilihat dari keturunan pihak 
perempuan dan semakin tinggi pendidikan seorang perempuan yang 
ingin dilamar, semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan, 
begitu juga sebaliknya.12 

Menurut pandangan Bapak Jumartang, derajat sosial perempuan 
yang kaya atau memiliki keturunan bangsawan, serta tingkat pendidikan 

                                                           
9 Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024. 
10 Widyawati, “Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, Jom Fisip, 
vol. 5, no. 2, 2018, 1-15. 

11 Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024. 
12 Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024. 
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yang tinggi, menjadi faktor utama dalam menentukan besarnya uang 
panai yang harus diberikan oleh laki-laki.13 

Menurut bapak Usman H. Sawedi, faktor dari tingginya uang panai 
biasanya karena garis keturunan, semakin terpandang keluarganya maka 
semakin tinggi uang panainya.14 

Di masyarakat, dianggap bahwa berhasil menetapkan uang panai 
dengan jumlah yang tinggi adalah sebuah kehormatan tersendiri. 
Tingginya nominal uang panai ini diyakini akan berdampak pada 
kemegahan acara perkawinan, jumlah undangan yang banyak, dan 
keseluruhan kemeriahan peristiwa tersebut. 

Dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis, besarnya uang 
panai ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Meskipun pada akhirnya ada negosiasi lebih lanjut, pihak keluarga 
perempuan biasanya sudah menetapkan nominal awal yang menjadi dasar 
perundingan selanjutnya. 

C. Makna dan Kedudukan Uang Panai 
Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh 

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai persiapan 
menjelang pernikahan, dengan perbedaan yang jelas dari konsep mahar. 
Uang panai juga memiliki makna sebagai simbol bahwa laki-laki siap 
menafkahi istrinya.15 

Pemahaman terhadap uang panai telah berubah dari masa lalu 
hingga saat ini. Dahulu, uangipanai dianggap sebagaiibentuk 
penghargaanidari mempelai laki-lakiikepada calon mempelaiiperempuan. 
Namun, dalam konteks modern, uang panai sering kali menjadi ajang 
untuk menunjukkan gengsi sosial, sehingga masyarakat suku Bugis sering 
berlomba-lomba menetapkan uang panai dengan jumlah yang tinggi, 
yang dapat mengaburkan makna dan nilai asli dari uang panai tersebut.16 

                                                           
13 Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024. 
14 Wawancara dengan Bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024. 
15 Fivea La Vida, Mutu Manikam (Yogyakarta: Gharudawaca, 2018), 138. 
16 Harmita Sari, dkk., Uang Panai Fenomenan Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan 

Kini) (Palopo: LPPI UM Palopo, 2019). 
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Bagi masyarakat suku Bugis, uang panai memiliki kepentingannya 
sendiri, diwariskanidari generasiike generasiisebagai bagianidariitradisi 
yang dijaga dengan baik. Ada kemungkinan bahwa jumlah uang panai 
akan terus meningkat seiring waktu. Dalam tradisi ini terdapat banyak 
simbol, makna khusus, serta manfaat yang dirasakan dari 
pelaksanaannya. 

Dalam konteks budaya, uang panai simbolis penghargaan yang 
diberikanioleh mempelaiilaki-laki kepadaimempelai perempuaniyang 
dicintainya. Hal ini juga menunjukkan kesiapan untuk memenuhi segala 
persyaratan pernikahan, termasuk uang panai, dengan sepenuh hati dan 
kesungguhan. Pemberianiuang panaiiadalah buktiinyata dari komitmen 
laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga calon istrinya yang 
dicintainya. Oleh karena itu, nilai sejati dari uang panai memiliki arti 
yang sangat penting dan dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan 
impian, terutama dalam mencari pasangan hidup yang diharapkan. 

Menurut Ibu Rosdiana, uang panai dipandang sebagai suatu 
kewajiban dalam budaya suku Bugis, di mana uang panai diberikan oleh 
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk digunakan 
sebagai biaya pesta pernikahan atau resepsi di pihak keluarga mempelai 
perempuan.17 

Bapak Jumartang menambahkan bahwa selain sebagai tradisi 
turun-temurun yang digunakan sebagai uang belanja untuk kebutuhan 
pesta, uang panai juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga 
perempuan.18 

Bapak Usman mengatakan bahwa kedudukan uang panai pada 
masyarakat Bugis sebenarnya bukan suatu hal yang wajib akan tetapi 
orang Bugis  sekarang seakan-akan mewajibkan adanya uang panai 
tersebut.19 

                                                           
17 Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024. 
18 Wawancara dengan Bapak Jumartang 26 Februari 2024. 
19 Wawancara dengan bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024. 
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D. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Uang Panai 
Terdapat nilai-nilai yang sangat berarti bagi masyarakat jika makna 

dari uang panai dapat dipahami sebagai pembelajaran sebelum 
memutuskan untuk menikah. Beberapa nilai-nilai ini meliputi: 

1. Nilai sosial 

Uangipanai mencerminkan statusisosial seseorang, yang 
menjadi faktor penentu dalam menentukan jumlahnya. Status sosial 
ini mempengaruhi tingkat uang panai dalam budaya pernikahan 
masyarakat Bugis. Meskipun memunculkan beragam hubungan 
antaraikeluarga pihakilaki-laki daniperempuan, tujuannyaitetap 
sama. 

2. Nilai kepribadian 

Uang panai dianggap sebagai simbol kesatuan dua individu 
dalam pernikahan. Masyarakat merasa puas dengan nilai uang panai 
yang tinggi, karena bagi laki-laki, tidak menimbulkan beban 
finansial dengan kebutuhan pernikahan yang terpenuhi. Bagi 
perempuan, hal ini memastikan kelancaran pernikahan tanpa 
kesulitan dan memungkinkan undangan yang luas jika uang panai 
mencukupi untuk persiapan pernikahan. 

3. Nilai religius 

Meskipun uangipanai bukanlah ajaran agama, ia menjadi 
bagian dari budaya yang memberikan dampak positif, seperti 
kelancaran pernikahan. Uang panai juga memfasilitasi pihak-pihak 
untuk saling berbagi, sehingga dapat mendukung praktik sunah 
Rasulullah Saw karena bernilai ibadah. 

4. Nilai pengetahuan 

Memahami konsep uang panai dapat memperluas pengetahuan 
masyarakat, memberi pembelajaran bagi perempuan, dan 
memberikan motivasiibagi laki-laki. Esensi sejati dari uangipanai 
adalah sebagaiibentuk apresiasi laki-laki terhadap perempuan 
melalui dedikasi dan upaya yang dilakukan. Ini adalah pembelajaran 
penting dalam pengambilan keputusan, yang tidak hanya didasarkan 
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pada status sosial tetapi juga usahaidan kerjaikeras laki-laki. Nilai ini 
jugaidapat diajarkan di sekolah sebagaiibagian dari budaya yang 
memiliki perspektif dan nilai-nilai yang bervariasi.20 

E. Dampak Adanya Tradisi Uang Panai Pada Perkawinan 
Menyadari makna uang panai dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat, memberikan pengajaran kepada perempuan, dan 
membangkitkan semangat bagi laki-laki. Inti dari uang panai yaitu 
sebagai ekspresi penghargaanilaki-laki terhadapiperempuan melalui 
komitmen dan usahaiyang diberikan, yaitu: 

1. Dampak positif 

Tingginya nominal uang panai memberikan dampak positif 
bagi laki-laki yang ingin menikah. Hal ini dapat memunculkan 
semangat kerja bagi laki-laki untuk mencari uang panai sehingga 
dapat memenuhi jumlah yang ditentukan oleh keluarga perempuan. 
Memenuhi uang panai juga merupakan bagian dari praktik budaya 
siri (rasa malu), di mana laki-laki dan keluarganya akan merasa 
terhormat jika mampu memenuhinya. Jika seorang pria tidak mampu 
memenuhi nilai uang panai yang telah ditetapkan, seringkali ia akan 
pergi merantau untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan sebelum 
kembali dengan jumlah yang sesuai. Motivasi utama bagi pria 
tersebut adalah perempuan yang dicintainya, yang mendorongnya 
untuk memenuhi kewajiban uang panai. Selain itu, memberikan 
uang panai juga dapat menjadi tanda penghormatan yang besar bagi 
perempuan, terutama jika calon suami mampu memenuhi jumlah 
yang telah disepakati. 

Contoh kasus di Kefamenanu antara F (laki-laki) dan I 
(perempuan) yang merupakan sepasang kekasih. I merupakan 
seorang perempuan yang memiliki paras yang sangat cantik, ketika F 
datang kerumah I dan berniat ingin menikahinya keluarga 
perempuan meminta uang sebesar 100.000.000 juta, karena F sangat 
ingin menikahi kekasihnya akan tetapi uang yang dimilikinya belum 

                                                           
20 Hajra Yansa, dkk., “Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif 

Budaya Siri‟ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal PENA, vol. 3, 
no. 2, 524-535. 
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cukup, akhirnya ia menabung dan bekerja lebih keras lagi sampai 
akhirnya dia sanggup memenuhi permintaan keluarga perempuan.21 

2. Dampak Negatif 

Selain membawa dampak positif, tingginya uang panai juga 
dapat menimbulkan dampak negatif. Uang panai yang tinggi yang 
ditetapkan olehikeluarga perempuanidapat berakibatifatal dan 
menyimpangidari normaiagama serta adatiistiadat. Misalnya, praktik 
kawin lari, atau yang dalam bahasa Bugis disebut silariang, sering 
terjadi ketika pasangan yang saling mencintai tidakidapat memenuhi 
jumlahiuang panaiiyang disyaratkanisaat lamaran. Selain kawin lari, 
tingginya uang panai juga dapat menyebabkan kehamilan di luar 
nikah. Ketika seorangilaki-laki tidakimampu memenuhiijumlahiuang 
panai, salah satu jalan pintas yang diambil adalah menghamili 
perempuan tersebut. Hal ini terjadi karena jika perempuan sudah 
hamil, laki-laki tersebut terpaksa harus bertanggung jawab dan 
menikahi perempuan itu tanpa harus membayar uang panai. Contoh 
kasus: 

Pertama, di Bone antara M (perempuan) dan R (laki-laki). M 
dan R adalah pasangan yang menikah pada tahun 2000 tanpa uang 
panai karena kasus hamil di luar nikah dan hanya dinikahkan di 
KUA setempat tanpa adanya pesta pernikahan.22 

Kedua, H (laki-laki) dan I (perempuan) merupakan sepasang 
kekasih (pacaran) yang sudah menjalin hubungan selama beberapa 
tahun, H berniat ingin menikahi I, sebelum ada pertemuan keluarga 
H menanyakaninominal uangipanai yangiakan diminta keluarga 
perempuanimelalui I, akanitetapi ternyata nominal yang diberikan 
sangatlah besar yaitu sekitar 150 juta, ketika H meminta untuk 
menurunkan nominal tersebut keluarga perempuan tidak mau 
menurunkannya, sehingga H dan I putus dan tidak jadi 
melangsungkan pernikahan. 

                                                           
21 Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024. 
22 Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024. 
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Ketiga, S (laki-laki) dan E (perempuan) merupakan seorang 
kekasih yang mempunyai kasus hamil di luar nikah, S mempunyai 
i‟tikad baik untuk menikahi E. Akan tetapi keluarga perempuan 
meminta uang panai dengan nominal 60 juta, karena merasa 
terbebani dengan nominal tersebut keluarga dari pihak laki-laki 
meminta untuk setengahnya saja (30 juta), dan ditolak oleh keluarga 
perempuan. Sehingga S dan E tidak jadi dinikahkan karena tidak ada 
kesepakatan nominal uang panai.23 

Menurut Ibu Rosdiana banyak pasangan yang tidak direstui 
oleh keluarga perempuan untuk ke jenjang pernikahan karena 
ketidakimampuan pihakilaki-laki untukimemberikan uangipanai 
yang begitu tinggi, akhirnya pasangan tersebut memilih jalan pintas 
seperti nikah di bawah tangan atau kawin lari.24 

Pendapat mengenai dampak uang panai yang tinggi menurut 
Bapak Jumartang, bagi perempuan sendiri tingginya uang panai itu 
menjadi suatu kehormatan buat keluarganya. Tapi bagi laki-laki 
tingginya uang panai terkadang malah bisa menyebabkan 
pembatalan pernikahan, sebab pihak laki-laki tidak menyanggupi 
permintaan keluarga perempuan. Tapi tidak jarang juga karena 
pasangan ini merupakan sepasang kekasih akhirnya terjadi kawin 
lari atau hamil di luar nikah.25  

Menurut bapak Usman dampak dari adanya uang panai tidak 
sedikit laki-laki atau perempuan yang membujang akibat besarnya 
uang panaiiyang diminta dari pihakiperempuan.26 

Menurut saudara Rifaldi, dalam pernikahan adat Bugis, 
terutama dalam masalah uang panai, telah menjadi suatu risiko bagi 
laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan Bugis. Agar 
tercipta rasa adil bagi laki-laki dan perempuan, nominal uang panai 
harus disepakati oleh kedua keluarga.27 

                                                           
23 Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024. 
24 Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024. 
25 Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024. 
26 Wawancara dengan Bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024. 
27 Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024. 
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F. Tahapan-Tahapan Pernikahan Suku Bugis 
Apabila seorang perempuan suku Bugis menerima lamaran seorang 

laki-laki, makaipihak keluargaiperempuan akan menentukan uangipanai. 
Adapun tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat suku Bugis 
tersebut, sebagai berikut:28 

1. Penjajakan 

Ini adalah langkah yang dilakukan secara privasi untuk 
mengidentifikasi identitas serta meneliti status pernikahanicalon 
mempelaiiperempuan yang akanidinikahi. 

2. Kunjungan lamaran 

Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki mengirim utusan 
untuk menyampaikan lamaran kepada calon mempelai perempuan. 
Proses ini umumnya tidak melibatkan langsung orang tua atau calon 
mempelai laki-laki, tetapi hanya para utusan yang bernegosiasi untuk 
mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari lamaran tersebut. Jika 
lamaran diterima, maka tahapan berikutnya akan dilaksanakan. 

3. Penerimaan lamaran (ma‟pettuada) 

Pada tahap ini, calon pengantin pria dan wanita bersama-sama 
mengikat janji berdasarkan kesepakatan yang telah dibahas 
sebelumnya. Di tahap ini pula, kedua keluarga mendiskusikan dan 
memutuskan berbagai hal terkait upacara perkawinan, seperti 
penentuan tanggal, uang panai (uang belanja), mahar, dan hal-hal 
lainnya. 

4. Penyerahan uang panai  

Tahap ini dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki 
kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai bagian dari 
biaya proses perkawinan. Pada tahap ini, terdapat ritual pemasangan 
cincin pattenre kepada calon mempelai perempuan. Setelah acara 

                                                           
28 Asrie Dwi Chaesty, Darmawan Muttaqin, “Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat 

Pernikahan Suku Bugis Makassar”, Jurnal Sinestesia, vol. 12, no. 2, 2022, 701-707. 
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selesai, dilakukan pembacaan doa-doa untuk kelancaran proses acara 
pernikahan tersebut. 

5. Mappasau botting 

Tahap ini bertujuan untuk merawat pengantin dan merupakan 
rangkaian awal calon pengantin perempuan menjelang hari 
pernikahannya. Umumnya tahap ini dilakukan selamaitigaihari 
berturut-turutisebelum hariipernikahan. Pada tahap ini, pengantin 
perempuan akan menjalaniiperawatan tradisionaliuntuk tubuhnya 
sepertiimandi air dengan taburan bunga yang bertujuan untuk 
menolak bala dan meminta perlindungan dari Allah Swt,  setelah itu 
dilakukan pemakaian bedak dan lain-lain.  

6. Mappanre temme 

Tahap ini merupakan prosesi khataman Al-Qur‟an. Karena 
pada umumnya masyarakat suku Bugis mayoritas memeluk agama 
Islam. Makna dari prosesi ini adalah memohon doa kepada Allah 
Swt agar prosesi pernikahan diberi kelancaran dari awal hingga 
akhir. 

7. Malam henna (mappaci/ tudammpenni) 

Dalam tahap ini kedua belah pihak melaksanakan acara 
mapacci di kediaman masing-masing. Dalam prosesi ini, para 
keluarga memberikan daun pacar di tangan mempelai pengantin 
yang diawali pemberian daun pacar dari kedua orang tua mempelai 
pengantin diikuti oleh keluarga atau kerabat dekat yang dipilih dan 
memiliki kehidupan pernikahan dan status sosial yang baik. Prosesi 
ini digelar padaimalamihari sebelum pelaksanaan akadinikah. 
Maknanya agar calonimempelai pengantin di kemudian hari 
memiliki kehidupan pernikahan dan status sosial seperti keluarga 
atau kerabat yang dipilih memberikan daun pacar tersebut. Daun 
pacar yang diberikan ke telapak tangan mempelai pengantin 
memiliki makna kesucian dan kebersihan jiwa dan raga. 
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Adapun beberapa perlengkapan dalam prosesi Mapacci yaitu 
meliputi : 

a. Bantal memiliki simbol sipakatau, dimana bantal memiliki 
fungsi dalam kehidupan manusia sebagai alas kepala saat tidur. 
Kepala adalah bagian tubuh yang mulia dan dihargai. Begitu 
juga manusia dapat dikenal melalui wajahnya dan wajah ada di 
bagian kepala. Penggunaan bantal sebagai perlengkapan dalam 
prosesi mapacci memiliki makna saling menghargai. 

b. Daun Pacar (Daung Pacci). Dalam prosesi mappaci, daun pacar 
yang digunakan adalah daun pacar yang ditumbuk halus. Daun 
pacar tersebut memiliki simbol kesucian dan kebersihan. 

c. Sarung Sutera ( Lipaq Sa‟be) memiliki makna bahwa kedua 
mempelai pengantin yang sebelumnya terpisah sekarang sudah 
bersatu.  

d. Daun Pisang memiliki makna yaitu agar kedua mempelai 
pengantin segera memiliki keturunan.  

e. Daun Nangka (Daung Panasa) memiliki makna semua harapan 
dan cita-cita kedua mempelai pengantin dapatiterwujud di 
dalamimengarungi bahterairumahitangga. 

f. Lilin yang menyala sebagai simbol penerangan di dalam hidup 
rumah tangga kedua calon mempelai pengantin. Sehingga, 
rumah tangganya dapat langgeng sampai maut memisahkan. 

g. Beras (Berre) yang digunakan adalah beras yang dibakar dan 
ketika dibakar beras itu akan mengembang. Beras tersebut 
dinamakan Benno. Makna dari Benno adalah agar kedua 
mempelai pengantin segera memiliki keturunan. 

h. Tempat Pacci (Onrong Pacci) memiliki makna agarikedua 
calonimempelai pengantin dapatisaling menyatu satu sama lain 
mewujudkan rasa kasih sayang dan cinta dalam mengarungi 
kehidupan berumah tangga. 

i. Gula Merah dan Kelapa (golla cella na kaluku) memiliki makna 
agar kedua calon mempelai pengantin dapat hidup saling 
melengkapi satu sama lainnya dan diharapkan dapat menerima 
kekurangan maupun kelebihan masing-masing. 

8. Mengantar pengantin (mappenre botting) 
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Tahap ini merupakan tahap dilangsungkannya pernikahan. 
Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, pengantinilaki-lakiidiantar 
bersama-sama oleh seluruh anggotaikeluarga dan kerabat dari 
keluarga pengantinilaki-laki keirumah pengantiniperempuan. 
Pengantinilaki-laki membawa maskawin dan hadiah lainnya untuk 
diberikan kepada pengantin perempuan. 

9. Maduppa botting  

Prosesi penyambutan kedatangan calon mempelai di kediaman 
perempuan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah. Hal ini 
dilakukan oleh salah satu perwakilan keluarga calon mempelai 
pengantin perempuan yaitu om dan tantenya. 

10. Pesta (tudang botting) 

Setelah acara akad nikah dilakukan, selanjutnya adalah pesta 
resepsi pernikahan. Seluruh tamu undangan yang hadir memberikan 
doa dan restu untuk kebahagiaan kedua mempelai pengantin 
tersebut. 

11. Marola/mapparola 

Mapparola adalah bagian dari upacara tradisional mapenre 
botting, di mana kedua mempelai meninggalkan tempat tinggal 
mempelai perempuan dan menuju ke tempat tinggal mempelai laki-
laki. Pada acara ini, mempelai perempuanimembawa sarungitenun 
sebagaiihadiah pernikahaniuntuk keluargaimempelai laki-laki, 
disertai dengan iring-iringan yang mengawal mereka dalam 
perjalanan tersebut. 

G. Perbedaan Uang Panai dan Mahar 
Beberapa orang sering keliru menganggap uang panai sama dengan 

mahar dalam pernikahan. Meskipun keduanya diberikan oleh laki-laki 
kepada perempuan, uang panai dan mahar sebenarnya memiliki arti dan 
peran yang berbeda. Uang panai tidak hanya sebagai dana untuk 
membiayai kebutuhan pernikahan perempuan, tetapi juga memiliki 
makna simbolis yang dalam dalam tradisi pernikahan suku Bugis. 
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Uang panai merupkan tanda perjuangan, keuletan, dan kerja keras 
seorangilaki-laki yangiingin meminang seorang perempuaniBugis. Selain 
itu, uang panai juga menjadi simbol status sosial keluarga. 

Sementara itu, mahar, yang dalam bahasa Bugis disebut sompa, 
adalah pemberianiyang diberikanioleh laki-lakiikepadaiperempuan 
sebelum, sesudah, atau padaisaat akadinikahiberlangsung. Mahar 
merupakan pemberian wajib yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa 
cinta kasih antara istri dan calonisuaminya, baik dalamibentukibenda 
maupunijasa. 

Mahar dalam pernikahan umumnya lebih rendah nilainya 
dibandingkan uang panai. Mahar bisa berupa tanah, cincin, emas, atau 
uang dalam jumlah yang lebih realistis, sehingga tidak memberatkan laki-
laki. Berbeda dengan uang panai, yang memiliki nilai nominal fantastis 
dan tidak ada standar jumlah yang pasti dalam tradisi masyarakat. 
Nilainya sangat bervariasi tergantung pada status sosial dan ekonomi, 
mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, menjadi beban berat 
yang harus dipikul laki-laki.29 

                                                           
29 Muhammad Iqbal, Sudirman L, “Mahar dan Uang Panai Perkawinan Pada Tradisi 

Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang 
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)”, vol. 9, no. 2, 2020, 128-148. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG 
PANAI PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS 

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai 
Adat atau tradisi tertentu dapat digunakan sebagai pedoman hukum 

dalam Islam untuk memastikan kesesuaian dengan syariat, seperti yang 
tercermin dalam kaidah fikih Al-„Adatu Muḥakkamah. Menurut Al-
Jurjani, adat adalah kebiasaan yang sering dilakukan manusia dan 
diterima oleh akal sehat. Dalam konteks hukum Islam, adat atau urf 
memiliki arti yang sama menurut mayoritas fuqaha.1 

Adat diakui sebagai sumber hukum dalam Islam karena nilainya 
yang penting dalam mengatur hubungan sosial. Adat merupakan 
peraturan yang disepakati oleh masyarakat, tidak tertulis, tetapi dihormati 
karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. 

Sebelum diutusnya Rasulullah Saw, tradisi dan kebiasaan sudah 
tersebar luas di masyarakat di berbagai belahan dunia. Tradisi ini 
dibangun atas nilai-nilai yang dianggap positif oleh masyarakat itu 
sendiri, yang kemudian dipahami, disepakati, dan dijalankan berdasarkan 
kesadaran kolektif. 

Urf sebagai sumber hukum Islam mencakup kebiasaan yang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai hukum syara‟. Mazhab yang sering 
menggunakan urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafi dan 
Maliki, sedangkan kalangan Hambali dan Syafi‟i juga mengakui dan 
mempertimbangkannya dalam pembentukan hukum.2 Alasan urf 
dijadikan sebagai landasan hukum didasarkan pada Al-Qur‟an surah Al-
A‟raf ayat 199: 

                                                           
1 Ramdan Fawzi, “Aplikasi kaidah fikih Al-Aadah Al-Muhakamah dalam Bidang 

Muamalah”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, vol.2, no. 1, 2018, 147-154. 
2 Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Dasar (Mataram: 

Sanabil, 2020), 74. 
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َكىأٍميرٍَبًَلٍعيرٍؼًَ    كىاىعٍرًضٍَعىنًَالجىاىًلًيٍىَخيذًَالعىفٍوى
“Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma‟ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S 
7 [Al-A‟raf]: 199)3 

Dari ayat ini, Allah memerintahkan umat Muslim untuk melakukan 
yang ma‟ruf, yang dianggap baik oleh masyarakat Muslim, selama sesuai 
dengan ajaran Islam. Menurut Abdullah bin Mas‟ud, apa yang dianggap 
baik oleh umat Muslim juga dianggap baik di sisi Allah. Tradisi yang 
sesuai dengan syariat Islam dianggap baik di sisi Allah. 

Para ulama ushul fikih mengatakan bahwa ada syarat-syaratiurf 
agaridapat diterimaisebagai hukumiIslam, yaitu:4 

1. Tidak ada bukti spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis terkait suatu 
masalah. 

2. Penggunaannya tidak menyebabkan pengabaian terhadap nash 
syariat, dan tidak menimbulkan kesulitan atau keterbatasan. 

3. Telah umum berlaku di kalangan masyarakat, tidak hanya oleh 
sebagian kecil orang tetapi secara luas di lingkungan adat 
tersebut. 

Urf dibagi menjadi dua jenis: urf ṣaḥīḥ, yang sesuai dengan syariat 
Islam tanpa bertentangan dengan dalil syara‟ atau menghalalkan yang 
haram, dan urf fāsid, yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti 
praktik pedagang yang memperbolehkan riba.5 

Salah satu tradisi yang dihormati oleh masyarakat suku Bugis 
adalah kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan uang panai atau mahar 
kepada perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Masyarakat 
suku Bugis tetap mempertahankan adat dan tradisi mereka yang telah ada 
sejak lama. Agama Islam, dengan prinsip kasih sayangnya, menerima 
adat dan tradisi lokal selama sesuai dengan ajaran syariat Islam. 

                                                           
3 Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 
4 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67. 
5 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, tth), 125-

126. 
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Kebiasaan ini dianggap sebagai norma yang harus dihormati dan ditaati 
dalam masyarakat. 

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah meskipun tanpa adanya 
uang panai karena tidak ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut.. 
Namun, dalam budaya suku Bugis, uang panai memiliki nilai penting 
dalam upacara pernikahan. Islam mengatur pemberian mahar dari laki-
laki kepada perempuan tanpa menetapkan jumlah yang harus diberikan. 
Rasulullah Saw mengajarkan bahwa perkawinan yang paling diberkahi 
adalah yang maharnya sederhana. 

Selain mahar, satu-satunya kewajiban yang ditetapkan dalam Islam 
adalah nafkah bagi suami terhadap istri. Tidak ada batasan yang 
ditetapkan untuk pemberian lain kepada perempuan selain mahar dan 
nafkah. Pemberian uang panai bertujuan untuk menjaga keharmonisan 
dalam hubunganikeluarga, sesuaiidengan prinsipikebaikan danikasih 
sayangisuami terhadapiistrinya dalam syariatiIslam.6 

Uang panai berbedaidenganimahar karena uangipanai atauiuang 
belanja digunakaniuntuk membiayai acaraipernikahan, yang dalam Islam 
dikenal sebagai walimah. Jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa 
faktor. Meskipun walimah disambut dengan rasa syukur setelah akad 
nikah, dalam Islam tidak disarankan untuk dilakukan secara berlebihan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh RasulullahiSawikepada 
Abdurrahmanibin Auf, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan 
menyembelih seekor kambing".7 

Pemberian uang panai, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit 
dalam hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, 
berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan sebagai 
sumber dana untuk perayaan pernikahan. Oleh karena itu, tradisi ini 
dianggap diperbolehkan (mubah) selama tidak memberatkan pihak laki-
laki. Pemberian uang panai merupakan bentuk tolong-menolong dalam 

                                                           
6 Alwa Elzahro, “Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat 

Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‟ah”, Tesis Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, 2021, 91. 

7 Zahrum N dan Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam 
Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makasar”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 
vol. 4, no. 2, 2023, 266-282. 
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kebaikan, yang sangat membantu perempuan dalam melaksanakan 
perayaan pernikahan. 

Namun, jika jumlahiuang panaiiyang ditentukan olehikeluarga 
perempuan memberatkan pihakilaki-laki sehingga memicu praktik kawin 
lari atau konsekuensi negatif lainnya, hal ini tidak diperbolehkan. Maka, 
yangiterpenting dalamipemberian uangipanai adalahiadanya kesepakatan 
bersama dan tidak ada unsur keterpaksaan yang dapat menyebabkan 
tindakan yang tidak baik. 

Dalam prakteknya, pemberian uang panai termasuk dalam urf 
ṣaḥīḥ dengan beberapa alasan yang mendukungnya: 

1. Secaraiumum, pemberianiuang panaiitidak bertentanganidengan 
prinsip-prinsip Al-Qur'an maupun hadis. Islam mengajarkan 
pentingnya mahar sebagai bagian dari pernikahan untuk 
menunjukkan komitmen dan tanggungijawab laki-lakiiterhadap 
perempuaniyang dinikahinya. 

2. Meskipun penentuan nominal uang panai merupakan kewenangan 
keluarga perempuan, proses ini melibatkan kesepakatan dengan 
keluarga laki-laki. Terdapat ruang untuk tawar-menawar, di mana 
pihakilaki-laki dapat melakukanipenawaran terhadapijumlah yang 
telah ditentukan. Sehingga, nominal uang panai yang disepakati 
mencerminkan kesepakatanikedua belahipihak. 

3. Uangipanai dianggapisebagai bentuk hadiahiatau hibah kepada 
perempuan, digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan dan 
memberikan modal awal untuk kehidupan keluarga yang akan 
datang. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun, mengikuti 
adat istiadat dan mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat 
suku Bugis. 

4. Pemberian uang panai menandakan penghargaan yang dalam 
terhadap perempuan dan keluarganya. Ini juga merupakan komitmen 
dari pihak laki-laki untuk memberikan pernikahan yang layak 
dengan menyelenggarakan pesta yang mewah dan berkesan bagi 
pihak perempuan. 

5. Uang panai memiliki peran penting sebagai biaya belanja untuk 
pelaksanaan walimah. Walimah tidak hanya memberikan manfaat 
bagi perempuan, tetapi juga bagi pihak laki-laki sebagai bagian dari 
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upacara pernikahan yang menandai dimulainya kehidupan bersama. 
Oleh karena itu, tanggung jawab finansial ini merupakan bagian dari 
kesiapan dalam menanggung beban kehidupan rumah tangga. 

6. Pemberian uang panai telah menjadi praktik umum di masyarakat 
suku Bugis dalam pernikahan mereka. Namun, tradisi ini hanya 
berlaku bagi perempuan dari suku Bugis. Jika seorangilaki-laki dari 
sukuilain ingin menikahiiperempuan Bugis, uang panai akan 
diberlakukan. Namun, jika seorangilaki-laki dari sukuiBugis 
menikahiiperempuan dariisukuilain, tradisi uang panai ini tidak 
berlaku. 

Uang panai termasuk dalam urfikhas, yaituikebiasaan yangiumum 
dilakukanioleh sekelompokiorang dalam tempatidan waktuitertentu.8 
Uang panai merupakanitradisi khas bagi masyarakatiBugis, baikiyang 
tinggalidi Sulawesiimaupun yang merantauike tempat lain. 

Dalam tradisi, pemberian uang panai dianggap sebagai cara untuk 
menghormati kehormatan keluarga, baik bagi pihak laki-laki maupun 
perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bukuiKaidah-Kaidah 
HukumiIslam karyaiAbduliWahabiKhallaf, dijelaskan bahwa pemberian 
dalam pernikahan harus didasarkan pada saling pengertian. Contohnya, 
perhiasan atau pakaian yang diberikan dalam pernikahan masuk dalam 
kategori hadiah dan bukan sebagai bagian dari mahar.9 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosdiana dan Bapak 
Jumartang, uangipanai adalah pemberianiuang dariipihak laki-lakiikepada 
perempuaniyang dijadikan sebagai biaya resepsi. Oleh karena itu, 
idealnya, jumlah uang panai tidak ditentukan secara kaku atau 
berdasarkan faktor tertentu. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan 
dan disesuaikan dengan kemampuanilaki-laki, karenaiuangipanai 
bukanlah standaritetap, melainkanihasil kesepakatanibersama.  

Uangipanai adalah pemberian/hibah yang termasuk dalam 
kewajiban adat, bukan agama. Sementara itu, mahar yang diatur oleh 
agama tidakipernah membatalkanipernikahan karenaimahar tidak 

                                                           
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 415. 
9 Abdul Wahab Khallāf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj., Noer Iskandar Al-

Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), 134. 
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menetapkan kadar tertentu, melainkaniapa sajaiyang dapat dijadikan 
mahariasalkan memiliki nilai. 

B. Uang Panai dalam Perspektif Keadilan Gender 
Sebelum menjelaskan tentang keadilan gender, memahami 

perbedaan esensi antara gender dan seks sangatlah penting. Dalam 
kehidupan sehari-hari, istilah gender dan seks sering dianggap sama, 
padahal sebenarnya berbeda. Seks merujuk pada sifat biologis yang 
kodrati dari manusia, sedangkan gender adalah konstruksiisosialidan 
budaya. 

Seks mengacu pada perbedaanibiologis antarailaki-laki dan 
perempuan, ditandai oleh perbedaanialat kelamin yang melekat secara 
tetap dan fungsional sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sebaliknya, gender 
melibatkan sifat-sifatiyang dikaitkan dengan laki-lakiidaniperempuan, 
yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Hal ini menghasilkan 
berbagai anggapan dan stereotip mengenai peran sosial dan budaya yang 
diharapkan dari masing-masing gender.10 

Istilah gender menggambarkan cara pandang mental dan budaya 
terhadap perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Gender 
mencakup perbedaan sosial yang menekankan perilaku, fungsi, dan peran 
yang ditetapkan oleh kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, gender 
adalah interpretasi budaya dari perbedaan jenis kelamin.11  

Kata "gender" mulai dipopulerkan di Amerika pada tahun 1960-an 
sebagai bagian dari berbagai gerakan untuk mengangkat eksistensi 
perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang isu gender.12  Perbedaan 
gender tidak menjadi masalah jika tidak mengakibatkan ketidaksetaraan 

                                                           
10 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 8. 
11 Waryono Abdil Ghafur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks 

(Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 103. 
12 M. Faisol, Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith 

(Malang, UIN Maliki Press, 2012), 8. 
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atau ketidakadilan gender. Namun, sering kali perbedaan ini justru 
menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan.13 

Keadilan gender melibatkan memberikan perlakuan yang adil 
terhadap perempuan dan laki-laki, dengan tujuan menghapuskan 
pembatasan terhadap peran mereka, mengurangi beban ganda, dan 
mengatasi kekerasan yang dialami baik oleh perempuan maupun laki-
laki. Kesetaraan gender mencerminkan ketiadaan diskriminasi di antara 
keduanya, memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk 
berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari berbagai aspek kehidupan. 
Keadilan gender berfokus pada mencapai kesetaraan antara perempuan 
dan laki-laki, menciptakan hubungan yang seimbang, dan mendorong 
mereka untuk mencapai potensi positif dalam kehidupan mereka.14 

Konsep kesetaraanidan keadilanigender juga terdapat dalamiAl-
Qur‟an. Praktik merendahkan perempuan dalam masyarakat jahiliyah, 
seperti merampas hak perempuan dan mengubur hidup-hidup bayi 
perempuan, dihapuskan dengan kedatangan Islam. Ketidakadilan gender 
bertentanganidengan nilai-nilaiimoral yangidijunjung tinggiidalam Al-
Qur‟an, yangimenekankan prinsipikesetaraan dan keadilaniantara laki-
laki daniperempuan. Al-Qur‟an secara jelas menyatakanibahwa 
perempuanimemiliki hak-hakiyang setaraidenganilaki-laki, menegaskan 
pentingnya perlakuan adil tanpa diskriminasi, menganggap keduanya 
sama sebagai manusia tanpa perbedaan.15 
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13 Murtadha Muthahhari, Filsafat Perempuan dalam Islam, terj., dari The Rights of 

Women in Islam, oleh Arif Mulyadi (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2012), 6. 
14 Nalien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam 

Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Jakarta: tp, 
2005), 6. 

15 Muhammad Dimas Rizal Arrohman, “Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender 
(Studi Pemikiran Amina Wadud)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022, 26. 
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“Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
Swt ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Swt maha 
mengetahui, mahateliti”. (Q.S 49 [Al-Ḥujurāt]: 13)16 

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT tidak membedakan 
manusia berdasarkan faktor jenis kelamin, suku bangsa, atau ras, 
melainkan hanya berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada-Nya. Ayat 
ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 
kedudukan yang setara, dengan posisi yang sama tinggi. 

Konsep keadilan gender masih dianggap kompleks dan 
kontroversial di kalangan masyarakat, sehingga perdebatan mengenai 
konsep ini terus berlanjut. Bagi perempuan, keadilan gender berarti 
kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam kehidupan, termasuk pernikahan, masalah akan selalu ada, 
termasuk masalah gender. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 
masih menjadi topik diskusi. Perempuan, sebagai makhluk ciptaan Allah 
Swt, sejatinya setara dengan laki-laki. Perbedaan biologis tidak boleh 
membuat perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua. Namun, 
dalam kenyataan, perempuan sering kali menjadi korban penindasan 
karena dianggap lebih lemah, sementara laki-laki merasa superior sebagai 
kepala rumah tangga.17 

Pernikahan dalam Islam mendorong suasana damai, sejahtera, adil, 
dan kesetaraan dalam keluarga. Ini merupakan kesepakatan antara dua 
belah pihak yang memiliki hak yang sama untuk menetapkan syarat-
syarat pernikahan. Dengan demikian, tidak ada dominasi dalam 
pernikahan ini; semua pihak dianggap setara.18 

Dalam pernikahan suku Bugis, terdapat hak dan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh pasangan. Pemenuhan hak ini dianggap penting dan 

                                                           
16 Penerjemah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 
17 Lathifah Munawaroh, Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, Kafa‟ah: Journal 

of Gender Studies, vol. 10, no. 1, 2020, 25-38. 
18 Farid Wajidi, Hak Hak Perempuan dalam Islam(Bandung: LSPPA, 1994), 138. 
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seimbang antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat, norma, dan 
agama. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan 
dan menjadi hal sentral dalam kehidupan. Sebelum menikah, perempuan 
Bugis bertanggung jawab menjaga nama baik keluarganya, sedangkan 
status tidak menikah dapat menimbulkan stigma tergantung pada usia dan 
jenis kelamin.19 Pernikahan di masyarakat suku Bugis sangat dianggap 
penting dan diatur berdasarkan adat, norma, dan agama. Tujuannya 
adalah untuk memiliki keturunan dan menjadi fokus utama kehidupan. 
Sebelum menikah, perempuan Bugis memiliki tanggung jawab menjaga 
kehormatan keluarganya. Status belum menikah pada usia tertentu dapat 
menimbulkan stigma bagi perempuan, sedangkan laki-laki yang belum 
menikah dianggap kurang kompeten dalam hal seksualitas. 

Idealnya, pernikahan dianggap sebagai kehidupan yang harmonis 
dan penuh dengan saling menghormati. Namun, dalam kenyataannya, 
menjaga keharmonisan dalam pernikahan tidaklah mudah. Banyak 
pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena tidak tercapainya 
keharmonisan dalam rumah tangga. 

Uang panai sering kali menjadi titik perdebatan dalam konteks 
keadilan gender. Dalam banyak kasus, uangipanai dianggapisebagai 
pembayaran pihakilaki-laki kepadaipihakiperempuan sebagai kompensasi 
atau pengganti atas hak-hak yang dimilikinya. Namun, pandangan ini 
sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan gender, di mana 
beberapa pihak berpendapat bahwa uang panai dapat memperkuat stigma 
bahwa perempuan dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat “dibeli” 
atau “diperdagangkan” dalam perkawinan.  

Hukum Islam, uang panai sama seperti halnya dengan mahar dan 
memiliki konsep yang lebih dalam daripada sekadar pembayaran 
kompensasi. Mahar dianggap sebagai hak perempuan yang tidak boleh 
diabaikan, dan seharusnya bukan sebagai bentuk pembelian atau 
pertukaran. Iniiadalah hakiyang diberikanikepada perempuanisebagai 
bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap martabatnya. Hukum 
Islam menetapkan bahwa mahar harus diberikan secara sukarela oleh 
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pihakilaki-laki kepadaipihak perempuanipada saatipernikahan sebagai 
salah satu syaratisahnyaipernikahan. 

Jika kita meninjau sejarahnya, keberadaan uang panai berfungsi 
sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan laki-laki yang mungkin 
menikahi perempuan dengan semena-mena dan kemudian berpaling 
ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik. Para orang tua dari suku 
Bugis sejak dahulu hanya menginginkan agar laki-laki yang ingin 
menikahi anak perempuannya menunjukkan kesungguhannya dengan 
memenuhi syarat uang panai. Hal ini diharapkan sebagai buktiibahwa 
laki-lakiitersebut benar-benar seriusiuntuk menikahi anakiperempuan 
mereka yang telah dirawat dengan penuh cinta dan perhatian.20 

Di zaman Jahiliyah, perempuan seringkali mengalami penindasan 
dimana hak-hak mereka, seperti hak atas harta, sering dirampas dan 
kebebasannya dibatasi tanpa ampun. Para wali perempuan bisa dengan 
leluasa mengendalikan harta mereka, bahkan tanpa izin atau kesempatan 
bagi perempuan itu sendiri untuk memiliki atau menggunakan hartanya. 
Kehadiran Islam mengubah paradigma ini dengan menegaskan 
pentingnya mahar bagi perempuan sebagai hak yang mutlak dari calon 
suami. Ayah dan kerabat perempuan tidak diizinkan untuk memotong 
atau mengurangi bagian dari mahar tersebut tanpa izin atau persetujuan 
dari perempuan yang bersangkutan, tidak peduli sekecil apa pun 
jumlahnya. Dengan demikian, mahar memiliki makna sebagai pernyataan 
kasih sayang, sebagai penghormatan terhadap perempuan, dan sebagai 
hak istri yang diberikan oleh suaminya. 

Perbedaan utama uang panai antara perspektif keadilan gender dan 
perspektif hukum Islam terhadap uang panai adalah dalam pemahaman 
tentang hak dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam 
perkawinan. Perspektif keadilan gender cenderung menyoroti potensi 
ketidaksetaraan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks uang 
panai, sementara hukum Islam menekankan pentingnya memberikan hak-
hak yang adil dan menghormati martabat perempuan dalam institusi 
pernikahan.  

                                                           
20 Andi Aminah Riski, Ridwan Melay dan Bunari, “Uang Belanja (Uang Panai) dalam 
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Meskipun demikian, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa 
pandangan tradisional atau budaya dapat menyebabkan penyalahgunaan 
terhadap konsep mahar, sehingga penting untuk memastikan bahwa 
implementasi hukum Islam dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai 
keadilan dan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam agama 
tersebut. 

Dari perspektif hukum Islam, konsep mahar memiliki kedudukan 
yang lebih dalam dan bermakna. Mahar dipandang sebagai hak 
perempuan yang harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari 
kesepakatan pernikahan. Hukum Islam menegaskan bahwa mahar harus 
diberikan dengan sukarela oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan 
sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak-haknya.21 Ini 
mencerminkan pentingnya menghormati martabat perempuan dan 
mengakui nilai kontribusi mereka dalam institusi keluarga dan 
masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum 
Islam juga, uang panai bukanlah sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga 
ekspresi dari nilai-nilai keadilan, penghargaan, dan kesetaraan gender 
yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama.  

Meskipun demikian, dalam prakteknya, terdapat tantangan dalam 
menjaga implementasi yang tepat dari konsep uang panai dalam hukum 
Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan penegak hukum 
untuk memastikan bahwa konsep uang panai diterapkan dengan 
memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang dijunjung 
tinggi dalam hukum Islam, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan 
atau ketidaksetaraan dalam praktiknya.  

Perspektif gender dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam 
mencerminkan peran dan tanggung jawab yang diatribusikan kepada laki-
laki dan perempuan sesuai dengan ajaran agama. Dalam perspektif ini, 
laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab 
atas nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga secara lahir dan 
batin.22 Mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan 
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keluarga serta melindungi istri dan anak-anaknya. Sebagai suami, mereka 
diharapkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan keluarga serta 
memberikan kasihisayang daniperlindungan kepadaiistri danianak-
anaknya. 

Sementara itu, perempuan dianggap sebagai pendamping suami 
yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah 
tangga, mendidik anak-anak, dan menyokong suami dalam memenuhi 
kewajibannya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah 
tangga, mendidik anak-anak, dan memberikan dukungan moral serta 
emosional kepada keluarga. Namun, dalam konteks ini, perempuan juga 
diberikan hak-hak yang sama dalam perkawinan, termasuk hak atas 
perlindungan, nafkah, dan keadilan dalam hubungan suami-istri.  

Konsep perkawinan dalam hukum Islam, dari perspektif gender, 
menekankan pentingnya kerjasama dan keseimbangan antar pasangan 
untuk mewujudkan keluarga yangibahagia daniharmonis. Meskipun 
terdapatiperbedaan dalamiperan dan tanggungijawab yangidiatribusikan 
kepadailaki-laki daniperempuan, kedua belah pihak diharapkan untuk 
salingimelengkapi danimendukung satuisamailain, guna mewujudkan 
hubungan yang seimbang dan penuh berkah dalam perkawinan menurut 
ajaran agama Islam.23 

Dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam, perspektif gender 
mencerminkan perbedaan peran kedua pasangan yang salingimelengkapi 
dalam membentuk keluarga yang harmonis. Laki-laki dianggapisebagai 
pemimpinikeluarga yang memiliki tanggungijawab utama dalam 
menyediakaninafkah, perlindungan, danikesejahteraan bagi keluarga 
secara lahir dan batin. Mereka juga bertanggung jawab atas pengambilan 
keputusan penting dalam keluarga. Sebagai suami, mereka diharapkan 
untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan 
kepada istri serta mendukungnya dalam perkembangan pribadi dan 
spiritualnya.  
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Pada saat yang sama, perempuan dipandang sebagai pasangan 
suami yang memiliki peranan krusial dalam menjaga kedamaian keluarga 
dan mengasuh anak-anak. Merekaimemiliki tanggungijawab untuk 
mengelola rumahitangga, memberikan dukungan emosional, dan 
menyokong suami dalam memenuhi peranidan tanggungijawabnya. 
Namun, dalam kerangka ini, perempuanijuga diberikan hak yang sama 
dalam perkawinan, termasuk hak atas perlindungan, nafkah, dan keadilan 
dalam hubungan suami-istri. Keseluruhan ide ini menekankan betapa 
pentingnya kerja sama dan keseimbangan antaraisuami dan istriidalam 
menciptakan keluarga yangibahagia dan damai, sesuaiidengan prinsip-
prinsip agamaiIslam. 

Bagi seorangilaki-laki yangimampu memenuhi nominal uangipanai 
yang ditetapkan olehikeluargaiperempuan, hal tersebut dianggap sebagai 
tanda kesiapan untuk berumah tangga dan mampu menafkahi 
keluarganya. Adanya uang panai juga berfungsi untuk mempertahankan 
harga diri dan mencerminkan sikap kejantanan laki-lakiiyang 
berkeinginan menikahiiperempuaniBugis.  

Dengan adanya kewajiban uang panai, seorang laki-laki diharapkan 
dapat menghargai posisi perempuan, tidak meremehkan perempuan, dan 
setelah menikah, laki-laki tersebut cenderung akan mempertimbangkan 
secara matang jika memiliki niat untuk meninggalkan istrinya, mengingat 
perjuangan awal untuk menikah bukanlah perkara yang mudah. 
Perjuangan awal tersebut mencakup kesiapan mental dan materi yang 
stabil sebagai syarat untuk melamar seorang perempuan Bugis. 

Dalam konteks uang panai, pandangan keadilan gender sering kali 
menyoroti potensi bagi perempuan untuk diperlakukan sebagai objek 
yang dapat diperdagangkan dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan 
pertanyaan tentang kesetaraan dan martabat perempuan dalam institusi 
pernikahan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa uang panai dapat 
memperkuat stigma bahwaiperempuanimemiliki nilai ekonomi dan serta 
sosial yangilebihirendah daripada laki-lakiidalam masyarakat. Dalam hal 
ini, penting untuk memperhatikan bagaimana implementasi uang panai 
dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dan kesejahteraan perempuan 
dalam perkawinan, serta bagaimana hal ini dapat diatasi untuk mencapai 
keadilan gender yang seimbang. 
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Dalam beberapa kasus uang panai, adanya negosiasi yang 
melibatkan diskusi dan persetujuan akhir keduaibelahipihak untuk 
mencapai hasiliyang adil, saling menguntungkan sehingga terjadinya 
pernikahan, merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan gender 
yang seimbang. Namun, ada juga kasus yang menimbulkan ketidakadilan 
gender bagi laki-laki, di mana seorang laki-laki telahibekerja kerasiuntuk 
memenuhi nominal uangipanai yang diberikan oleh pihakiperempuan 
namun, ketika adanya negosiasi tidak terdapat kesepakatan, sehingga 
tidak terjadinya pernikahan. 

Maka dari itu, untuk mencapai keadilan gender yang seimbang, 
pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan harus sesuai 
dengan nilai-nilai budaya tersebut serta tidak menyimpang dengan syariat 
Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, merendahkan calon mempelai 
perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sombong, dan sikap 
menyimpang lainya. Di tambah lagi, kegiatan muamalah dan ibadah yang 
dilakukan oleh manusia seperti halnya pemberian uang panai semata-
mata untuk mencapai tujuan pernikahan. Sehingga pemberian uang panai 
seharusnya bisa disesuaikan oleh kemampuan laki-laki dan diterima atau 
diridhoi oleh pihak perempuan, sehingga tidak terjadi ketimpangan 
gender. 

Hukum Islam menawarkan solusi dengan menekankan keadilan 
bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki serta tidak memberatkan 
salah satu pihak ataupun keduanya, dengan demikian maka akan terwujud 
keseimbangan antara budaya dan nilai-nilai agama dalam 
pelaksanaannya. Uang panai tetap di pahami dan di terapkan dengan 
nilai-nilai simbolik yang menjadi simbol penghargaan dan komitmen 
dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan 
begitu melihat tujuan uang panai dan pengimplementasian tersebut, maka 
justru sesuai dengan tujuan pernikahan di mana perkawinan diharapkan 
menjadi perkawinan yangibahagia, kekalidan tidak cepatiputus. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berikut kesimpulan dari pelaksanaan riset yang telah dilaksankan: 

1. Tradisi uang panai menurut hukum Islam 

Tradisi memberi uang panai dapat dianggap baik (urf ṣaḥīḥ) 
dalam hukum Islam atas beberapa alasan. Pertama, secara umum, 
praktikiini tidak bertentanganidengan Al-Qur‟an atau hadis. Kedua, 
nominaliuangipanai ditetapkan berdasrkan persetujuan keduaibelah 
pihak. Ketiga, dariisegiifungsinya, uangipanai dianggap sebagai 
hadiahiuntuk perempuan, yang mencakup biayaipernikahan dan 
kebutuhan masa depan, serta telah menjadi bagian dari tradisi turun-
temurun. Keempat, secara tujuan, pemberian uang panai 
dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan 
keluarganya. Kelima, penggunaan uang panai yang jelas adalah 
untuk biaya walimah. Keenam, tradisi ini telah menjadi kebiasaan 
umum dalam masyarakat suku Bugis untuk pernikahan. 

Uang panai termasuk dalam kategori kebiasaan lokal ('urf 
khas), yang mencakup praktik yang umum dilakukanioleh 
sekelompokiorang pada kondisi atau saatitertentu, namunitidak 
berlakuisecara universal. Dalam konteks ini, uang panai adalah 
tradisi khas bagi masyarakat suku Bugis, baik di Sulawesi maupun 
yang merantau ke luar daerah. 

2. Tradisi uang panai dalam perspektif keadilan gender 

Untuk mencapai keadilan gender yang seimbang, 
pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan harus 
sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut serta tidak menyimpang 
dengan syariat Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, 
merendahkan calon mempelai perempuan, menyulitkan calon 
mempelai laki-laki, sombong, dan sikap menyimpang lainya. 
Sehingga pemberian uang panai seharusnya bisa disesuaikan oleh 
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kemampuan laki-laki dan diterima atau diridhoi oleh pihak 
perempuan, sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. 

Dengan begitu melihat tujuan uang panai dan 
pengimplementasian tersebut, maka justru sesuai dengan tujuan 
pernikahan di mana perkawinan diharapkan menjadi perkawinan 
yangibahagia, kekalidan tidakicepatiputus. 

 

B. Saran 
Berdasarkan temuan dari penelitian, berikut beberapa saran dari 

penulis: 

1. Dalam praktiknya, uang panai sebaiknya tidak menjadi faktor utama 
dalam menentukan penerimaan lamaran seorang laki-laki. Idealnya, 
besaran uang panai tidak harus ditetapkan secara mutlak atau 
berdasarkan standar, melainkan harus disesuaikan dengan 
kemampuan ekonomi laki-laki yang memberikannya, karena uang 
panai seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama. 

2. Dibutuhkan edukasi/penyadaran masyarakat tentang kesetaraan 
gender untuk menghindari ketimpangan peran dan meningkatkan 
saling penghargaan, dengan cara melibatkan laki-laki dalam aktivitas 
reproduksi di rumah tangga dan menyeimbangkan peran di dalamnya.  

C. Penutup 
Dengan rasa syukur yang dalam, penulis mengungkapkan terima 

kasih kepadaiAllah SWT atasipetunjuk, bimbingan, sertaikemudahan-
Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan karya ilmiah ini 
dengan sepenuh usaha dan dedikasi. Meskipun masih adaikekurangan 
dalamipenulisan skripsiiini, diharapkan karyaiini dapatimemberikan 
manfaatiyang berartiibagi penulis dan pembacanya, serta memberikan 
kontribusi positif dalam bidang studi yang relevan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Narasumber : Ibu Rosdiana 

Hari/Tanggal : Jum‟at, 1 Maret 2024 

1. Bagaimana Kedudukan Uang Panai pada PernikahaniAdatiBugis? 

Jawaban: Uangipanai itu merupakanisuatu haliyang wajib bagi suku 
Bugis, uang panai diserahkanilaki-laki kepadaiperempuan 
sebagaiiuang belanja biayaipesta pernikahaniatau resepsi di 
pihak mempelai perempuan. 

2. Apa Dampak dari TingginyaiUang Panaiiyang DipatokiKeluarga 
PerempuanidalamiPernikahan MasyarakatiSuku Bugis? 

Jawaban: Banyak pasangan yang tidak direstui oleh keluarga 
perempuan untuk ke jenjang pernikahan karena ketidak 
mampuan pihakilaki-laki untukimemberikan uangipanai 
yang begitu tinggi, akhirnya pasangan tersebut memilih jalan 
pintas seperti nikah di bawah tangan atau kawin lari. 

3. Bagaimana Pendapat Ibu Mengenai Jumlah Uang Panai yang Tinggi? 

Jawaban: Bagi kita suku Bugis uang panai yang tinggi sudahimenjadi 
haliyang biasaikarena sudahimenjadiitradisi, tetapi mungkin 
kalau untuk orang yang bukan dari sukuiBugis uangipanai 
dianggap suatu hal yangimemberatkan bagiilaki-laki. 

4. Apakah Ada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang 
Panai? 

Jawaban: Faktor yang menyebabkan besarikecilnya uangipanai tidak 
jauh dilihatidari keturunan pihak perempuan dan semakin 
tinggi pendidikan seorang perempuan yang ingin dilamar, 
semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan, begitu 
juga sebaliknya.   
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Narasumber : Bapak Jumartang 

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024 

 
1. Bagaimana Kedudukan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis? 

Jawaban: Selain uangipanai merupakanitradisi yangisudah adaisejak 
turunitemurun danidigunakan sebagaiiuang belanjaiuntuk 
kebutuhan pesta, uang panai ini juga sebagai bentuk 
menghormati keluarga perempuan. 

2. Apa Dampak dari Tingginya Uang Panai yang Dipatok Keluarga 
Perempuan dalam PernikahaniMasyarakat SukuiBugis? 

Jawaban: Bagi perempuan sendiri tingginyaiuang panaiiitu menjadi 
suatu kehormatan buat keluarganya. Tapi bagi laki-laki 
tingginya uang panai terkadang malah bisa menyebabkan 
pembatalan pernikahan, sebab pihak laki-laki tidak 
menyanggupi permintaan keluarga perempuan. Tapi tidak 
jarang juga karena pasangan ini merupakan sepasang 
kekasih akhirnya terjadi kawin lari atau hamilidi luarinikah. 

3. BagaimanaiPendapat BapakiMengenai Jumlah Uang Panai yang 
Tinggi? 

Jawaban: Hal ini sudah biasa terjadi sejak zaman nenek moyang, 
tradisi ini tidak akan membebani suku tersebut karena sudah 
menjadi kebiasaan seorangilaki-laki yang nginimelamar 
perempuaniyang di cintainya berarti dia sudah mempunyai 
persiapan. 

4. Apakah Ada Faktor-Faktoriyang Mempengaruhi BesariKecilnyaiUang 
Panai? 

Jawaban: Derajat perempuan yang kaya atau keturunan bangsawan 
dan pendidikan perempuan yang tinggi yang menjadikan 
faktor utama besar kecilnya uangipanai yangiharusidiberikan 
laki-laki. 

 



85 

 

Narasumber : Bapak Usman H. Sawedi 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 

 
1. Bagaimana Kedudukan UangiPanai pada PernikahaniAdatiBugis? 

Jawaban: Kedudukan uangipanai dalam pernikahaniadatiBugis 
sebenarnya bukan hal yang wajib, akan tetapi orang Bugis 
sekarang seakan-akan mewajibkan uang panai tersebut. 

2. Apa Dampak dari TingginyaiUang Panaiiyang DipatokiKeluarga 
Perempuanidalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis? 

Jawaban: dampaknya tidak sedikit laki-laki dan perempuan yang 
membujang akibat besarnya uangipanai yangidiminta dari 
pihakiperempuan. 

3. Apakah Ada Faktor-Faktor yangiMempengaruhi Besar KecilnyaiUang 
Panai? 

Jawaban: faktor dari rendah atau tingginya uang panai biasanya karena 
garis keturunan, semakin terpandang keluarganya maka 
semakin tinggi uang panainya dan dari pihak perempuan 
sendiri akan merasa dihargai dengan tingginya panai yang 
diberikan, adapun dari pihak laki-laki uangipanai yangitinggi 
adalahibentuk penghargaanibagiiperempuan. 
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Narasumber : Saudara Rifaldi 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 

 
1. Bagaimana Pendapat Saudara Mengenai Jumlah Uang Panai yang 

Tinggi? 

Jawaban: Pernikahan adat Bugis khususnya masalah uang panai itu 
sudah menjadi resiko. Untuk persoalan ikhlas atau tidaknya 
asal dari pihak laki-laki mampu menyanggupi besaran 
nominal yang diminta dari pihak perempuan maka itu sudah 
bisa dikatakan adil. 

2. Apakah Ada Faktor-Faktor yang MempengaruhiiBesar KecilnyaiUang 
Panai? 

Jawaban: Tampilan fisik seorangiperempuan memang menjadi 
pengaruhitinggi dan rendahnya uang panai tapi tidak 
menjadi jaminan mutlak karena kebanyakan kasus anak usia 
sekolah uang panainya lebih tinggi dan penyebabnya bukan 
karena paras atau kecantikan melainkan garis keturunan 
anak tersebut. 
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Pendidikan: 

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kefamenanu 
2. Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu‟allimat Jombang 
3. Madrasah Aliyah Perguruan Mu‟allimat Jombang 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Semarang, 13 Juni 2024 
Penulis 

 
 
 

Gadisma Kholifah Mawaddah 
NIM. 2002016137 


